PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK
TANGGUNGAN YANG OBIEK HAK TANGGUNGANNYA
DIBLOKIR OLEH KANTOR PERTANAHAN
ATAS PERMOHONAN PIHAK LAIN
(Studi pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat)

TESIS

Diajukan sebagal salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :
Wahyu Brahmantyo Hadiningrat
{0706177936)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKLM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARITAN
DEFOK
JULI 2008

i

Univergitas Indonesla

?WJE?‘”MT' TR e rawqra

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo i—ladmmgrat, FH Ul, 2009



LEGAL PROTECTION FOR THE HOLDER OF MORTGAGE
RIGHT WHOSE OBJECT OF THE MORTGAGE RIGHT IS
BLOCKADE BY LAND OFFICE
UPON THE REQUEST OF OTHER PARTY
{Case Study At Itc Roxy Mas Central Jakarta)

THESIS

Brought forward as a requirement to obtaln the degreein
Magistry of Notary

Made By :
‘Wahyu Brahmantye Hadiningrat
0706177936)

UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MAGISTRY OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 20069

it

Unlversitas Indonesla

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis inf adalah hasil karya saya seadiri, dan semua sumber baik yang

dikutip maupun dirsjuk telah says nyatakan dengan benar.

Nama : Wahyu Brabmantyoe Hudiningrat
NPM : 07061775936
Tapda Yapgan -

Tanggal ¢ 10 Juli 2009

il

Universitas Indonesia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Mama : Wahyu Brahmantyo Hadiningrat
NEM 10706177936
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah berhasil dipertabankan di hadapan Dewan Penguji dap diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk wmemperoieh gelar
Magister Kanotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas

Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PERGUN

Permbimbing  Arkanti Natakusumah, SH.

Pengup: : Do Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. {

Pengui : Darwant Kidi Bakaroedin, SH.

Ditetapkan di : Depek

Tanggal 2 10 Jul 2009

iy

Universitas Indonesia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



KATA PENGANTAR

Dengan nama Allash Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pun
syukur kehadiral Tuhan Yang Maha Esa afas rahmat dan karunia-Nya schinggs
penulis dapat menyelesaikan Tesis yang bedudul Perhindungan Hukum Bagi
Pemegang Hak Tangpungan Yang Ohjek Hsk Tanggungannya Diblokir Oleh
Kantor Pertanahan Atas Peomohouan Pihak Lain {Studi Pada Kasus ITC Rexy
Muag Jakarts Pusat). Parulisan Tesis i disusun sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universtias
Indonesia (FHUT).

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Mamna
dan Papa selaku orang tva yang telah berjesa membeniuk kepribadian penulis,
khususnya kepada Mama yang telah begitu kuat memberikan dukungan serta
mspirasi yang tiada henti,

Selama melakukan penulisan Tesis, penulis mendapatkan banyak
pengetahuan dan masukan serta bantean dan berbagai pihak, oleh karena it
penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada
1. Tbu Ny. Arikanti Natzkisumah SH., selakuy Pembimbing Tesiz ini vang telah

bersedia untuk meluangkan waktunya denpan banyak memberikan bantuan
dalam materi Tests serta bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini.

2, Ibu Darwani Sidi Bakaroedin SH., seisku Penguji Tesis ini yang telah
memberikan Nilai dan masukan beripa materi dalam Tesis int,

3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Penguji dan Ketua Sub
Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta
atas masokan baik berupa materd maupun teknik penuiisan dalam Tesis ini.

4. Bapak Ishak Diamaluddin, SH., selaku Kepaia Xantor Pertanahan wilayah
Jakarta Pusat vang telah bersedia unink diwawancara dan memberikan bahan

dan masukan dalam Tesis inl.

Universitas indonssia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



S, Retno Dewi Cymhya Lestari, sebagal calon pendamping hidup saya vang
selalu setis mendukung dan meneman: serfa memberkan inspirasi sampat
Tesis ini selesai dibuat,

6. Mas Adi, Mas Fajar, Mas Reza, Laksmi, serfa semua sahabatku yang selaln
membantu dalam memberikan bahan dalam penyelesaian Tesis ini.

7. Mas Bowo beseria seluruh pegawal Sekretariat Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Indonesia yang sudah membantu kelancaran pendafiaran
dan wjian Tesis ini.

Depok, 10 Juli 2009

Penulis

Univergitas indonesia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, sava yang berfanda tfangan
dibawah ini

Nama : Wahyu Brahmantye Hadiningrat
NPM Q706177936

Propram Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenig Karya : Tesis

Demi pengembangan ihru pengetabuan, menyetujwi untuk memberikan kepada
Liniversitas Indonesia Hak Behas Royalti Nonekskiusif (Non-exclusive Royaity-
Free Right ) atas Karya ibmiah saya yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
YANG OBJEK HAK TANGGUNGAMNNYA DIBLOKIR QLB

KANTOR PERTANAHAN ATAS PERMOHONAN PIHAK LAIN

{Studi pada kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat)”

beserta perangkat yang ada (jike diperiukan). Dengan Hak Bebas Royali
Moneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalibmedial
formatkan, mengelola dalam beniuk pangkalan data {databuse), merawat, dan
mempublikastkan fugas akhir saya tanpa memints izin dard saya selama fotap
mencantumkan pama sava scbagai penulis/ pencipta dan sebagai permilik Hak
Cipta.

Demikian pernyataan inl saya buat dengan schenaraya.

Dibuat di : Depok
Pada tangga) : 10 Juii 2009
Yang menvalakan,

<
-

{Wahyu Brahmantyo Hadiningrat)

vi

Univarsitas indonesia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



ABSTRAK

Namaz : Wahyu Brahmantyo Hadiningrat

Prograin Studi @ Magister Kenotarjatan Fakualtas Hukum  Universitas
Tndanesia

Judul : Perlindungan Hekum Bagi Pemegang Hak Tanggungan

Yang Objek Hak Tanggungannya di Blokir Oleh Kantor
Pertapahan Atas Permohonan Pibak Lain
(Studi Pada Kasus Y'TC Roxy Mas Jakaria Pusat)

Dalam penulisan Tesis ini pennlis membahas mengenal perlindungan
hukum bagt Pemegang Hak Tangpungan Yang Objek Hak Tanggungannya
Diblokir Oleh Kator Perianahan Atas Permohonan Pihak Laln, dengan contoh
kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, Hal ini difatarbelakangt daxn kesalahan Xantor
Pertanahan dalam meemberikan perpanjangan sertifikat Hak MIilik Atas Sasivan
Rumizh Susun dan memblokir Objek Hak Tangsungan fersebut,

Dalatt upaya untuk mengetahui aspek hukum pemblokiran {echadap
abjek Hzk Tanggungan, mengetzhui alasan Kantor Peranshan melakokan
pemblokiran terhadap Objek Hak Tangeungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakarts
Pusat, dan proses pemblokiran tersebut, serta mengetahui  bagaimama
periindungan hukum terhadap Pemegang Hak Tangggungan apabilza debiter
wanprestasi, sedangkan sertifikat objek Hak Tanggungen sedang diblokir oleh
Kantor Pertanahan, maka pendekatan yang digunakan adalah yundis-normatif
yang mengach kepada peesturan-peraturan yang tertulis atau hukem positif serta
bahan-bahan hokum Jain, yang berkaitan dengan pennasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawaneara, penulis memperoleh jawaban
atas permasalaban yang ada, Aspek hukum pembickiran pemblokitan terhadap
Objek Hak Tanggunpan pada confoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusst
berdasarkan teor? dan peratyran yang berlaku scharusnya tidak boleh. Sebab ebick
Hak Tanggungan yang sudah dibebani Hak Tanggungan tidak boleh dibiokir ¢leh
Kantor Pertanshan, sebab sebslum pembebanan Hak Tanggungas obick
(sertifikat) sudah dicek kebersihannva dari sengkeia apapus, Adapun alasan
Kanter Pertanahan melakukan pemblokiran sectifikat karena adanya permohonan
dari pihak lain, dan tahap-tahap pembiokiran yaitu pemohon melampickan surat
permohonan  tertulls  dengan  diserfai  sertifikat yang  akan  dimchonkan
pembiokiran dan identilas pemohon KTP dan KK. Serta melampirkan swrat
gugatan Pengadilan kalau ada. Sedangkan bagi pemegang hak tanggungan apabila
objek hak {anggungannya diblokir oleh Kantor Pertznahan, tidsk ada
periindungan hukum.

Kata Kunci:
Perlindungan  Hukum, Pemegang Hak Tanggungan, Blokir Sertifikat Hak
Tanggungsn.
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ABSTRACY

Namwe : Wahyn Brabhmantyo Hadiningrat

Propram Study ¢ Magigier Kenotariatan, Facplty of Law, University of
Indonesia

Title : Legal Protection for the Holder of Mortgage Right whose

Object of the Morigage Right is Blockade by Land Office
upon the Request of Other Party {Case Stady at ITC Roxy
Mas Central Jakarta)

in the writing of this thesig, the writer discusses lagal protection for the
Holder of Mortgage Right whose Object of the Morntgage Right is Blockade by
Land Office upon the Request of Other Party, with the sample case of ITC Roxy
Mas, Central Jakarta, This issue has the background from the mistake of the Land
Office in issuing the extension of certificate of Right of Ownership over Strata
Title Unit and biockading the Object of such Morigage Right.

In the effort to discover the lepal aspoct of such blockade towards the
Qbject of the Mortpage Right, discover the reasons of the Land Office to blockade
the (Object of the Morigage Right in the case of ITC Roxy Mas, Central Jakarta,
and the blockading process, as well as discover legal protection towards the
Holder of Mortgage Right if the debtor is m defavlt, meanwhile the cortificate of
the obiect of the Mortgage Right i1s blockaded by the Land Office, then, the
approach being used is juridical — normative seferring to the written regulations or
positive law s well 25 other Tegal sources, related {0 the issue.

Based on the resitlt of research and interview, the writer obtains answers
towards the existing issue, the Legal aspect for the hlockade over the Qbject of
Mortgage Right in the sample case of ITC Roxy Mas, Central JTakarta, is based on
the prevailing theory and regulations which should not be used, Because the
obiect of Mortgage Right whick has boen encumbered by Mortgage Right cannot
be blockaded by the Land Office, because before the encumbrance of Morigage
Right, the object (the certificate) has been checked for its clearance from any
dispute whatsoever. Whereas the reason of the Land Office to camry out the
biockade over the certificate i3 because thers 15 a request from other party, and the
blackading slages are: the applicant is attaching a written application
supplamented by the certificate reguested to be blockaded and the identity of the
applicant in the form of Resident Identification Card and Family Card. As well ag
attaching statement of claim submitted {o the Cousty if any. Whereas for the
holder of mortgage right, if the object of the mortgage right is blockaded by the
{and Office, there is 0 legal protection for him,

Kevwords:
Legal Protection, Holder of Mortgage Right, Blockade of Certificate of Mortgage
Right.
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BAB I
PENDAHULUAN

L.1. Latay Belakang Permasalahan

Pada tahun 2009 ini, dunia usaha di Indonesia berkembang sangat
pesat di berbagai sektor, terstama dibidang perdagangan dam perbankan
Pertumbubian ekonomi di Indonesia berjalan dengan sangat pesat seiring dengan
pesatnya pembangunan. Kegiatan-kegiatan ekonomi dilakukan cleh hampir semua
fapisan masyarakat, dan menjadi salah satu sektor utama pembangungan
Indonesia, yaite pertumbuhan ekonomi yang mantap.

Kegiatan-kegialan yang demikian inf pads akhimya memerlukan
fasilitas kredit dalam mienjalankan usahanya, dan mensyaratkan adanys jarinan
bagi pemberian kredit fersebut demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi
si pemberi modal atau kredit (biasanya bank}. Selelah terfadi realisasi kredit,
ternyata tikiak semua debitur lancar mefzkukan pelunasan kredit sehingea skhimya
terfadi kredit macet.

Pentingnys peraturan hukum, terutams dalam mengatesi masalah
kredit macel dikalangan perbankan, edalah untuk menjamin sdanyz lembaga
jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukuwm bagi pihak-pihak
vang Lerkepentingan. Lembaga jaminan tersebut adalah lembaga faminan Hak
Tanggunpgan, yang merupakan szlah satn lembaga jaminan atag tanah, vang
sebelum beriakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun [996 Tentang Hak
Tanggungan Alas Tanab beserta benda-bends yvang barkaitan dengan tanah yang
disebut Hipotik.
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Dalam praktek sebelum adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996,
terdapat perbedean penafsiran atau pedapat mengenai dasar hukum pelaksanaan
eksekusi sertifikat Hipotik. Disatu pihak berdasarkan pasal 224 HIR, pelaksanaan
dan c¢ksekusi pada Pengadilan Negeri didasarkan pada Akta Hipotik, sekarang
Akta Pemberian Hak Tanggungaw, dimana dicantumkan diatasaya  titel
eksekutonial “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Dipihak
lain, Mahkamah Agung mempergunakan Serifikat Hipotik scbagai dasar eksekusi,
sekarang Sertifikat Hak Tanggungan, dengan suratnya ferfanggal 3 Mei 1989 No.
217/648/89/ {i/Um — TU/Pdt, menjelaskan bahwa pencanteman title cksekutorial
adalab pada Sertifikat Hak Tanggungan dalam Creditverband. Mahkamah Agung
menghendaki hal tersebut agsr dirumuskan secara tegas dan telap berpedoman
pada pasal 224 HIR. Dalam prakigk, yang dipergunakan adalah Sertifikat Hipotik,
sekarang Sertifikat Hak Tanggungan, vang mempunyai.kekuatan eksekutorial
yang sama dengan keputusan Hakim, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terlepas dari hal tersebut, keramitan pelaksanaan pasal 224 HIR
disebabkan beberapa faktor. Ada faktor kelicikan mengatur waktu dad pihak
debitur. Ada pula faktor kecurangan veng dilakukan pihak kreditur, sepert
kecurangan tidak memasukkan pembayaran angsuran kredit debifur dalam
rekening pembukaan miliknya, Namun, faktor kendala yang banyak ditemukan
adalah halhal yang berkenaan dengan kekeliruan pembuatan grosse akta
pengakuan hutang dengan Akta Hipotik Notaris.'

Yang dimaksud dengan grosse akia menurut pasal 41 Ayat 2 Peraturan
Jabatan Notaris adalsh salinan atau kutipan, yang memuat diatasnyva kata-kata
“Demi Keadilan Berdasarkan KeTovhapan Yang Maha Ess™ dan dibawahaya
dicanfumkan kata-kata “Diberikan sebagat grosse pertama” dengan menyebutkan
nama darl orang yang atas perintahnya grosse itu diberikan, serta tangpal
pemberiannya,

Kekediruan pembuatan dokumen grosse akia itorsobut kebanyakan

terjadi disebabkan ketidaksesuaian pemshaman dan penundukan pemisahan

U M. Yohys Harshap, Ruang Linghup Permosalahan Eksebusi Dibidang Perdaca, {Takurta: PT
{Gramedia, 19%1), hal. 196,
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bentik grosse aklta yang dimaksud dalarn pasal 224 HIR, yaitu grosse akta
pengakuan hutang dan grosse akia Hipotik. Hampir semus dokumen grosse akta
vang dijumpai sering mencampur adukkan antara grosse akia Hipotik dengan
grosse akta pengakuan hutang. Akibatnys, grosse akta yang dijalankan ke
Pengadilan merupakan grosse akta yang tidak jelas bentuknya. Menurut hukum,
antara grosse akta Hipotik dengan pengakuan hutang tidak boleh dicampur aduk
atau saling tumpang tindth dalam seate objek hutang yang sama. Yang
diperkenankan oleh hukwm adalah memilih salzh satu dari bentuk tersebut
Misalnye, telah dibuat jkatan penanjisn kredit dituangkan dalam bentuk akia
notaris. Kemudian perjanjizn kredit tadi difusngkan dalam bentuk grosse akiz
pengakuan hutang tersebut dicamtumkan sekalipus syarat-syarat perjanfian dan
kuasa memasang Hipotik, Lantas dart dokumen grosse akfa pengakuan hulang
tersebut dibuatkan grosse akta hipotik.”

Grosse Akta yang mencampur adukken antara kedus bentuk grosse
akia pengakuan hutang dan akta hipolik seperti diatas mengakibatkan grosse akta
tersebut mengandung cacat yuridis, tidak sah, dan tidak adanya kepastian hukum
mengenal grosse akta mana yang diitkatkan dalam persetujuan ikatan kredit yang
bersgngkutan. Hal inl menjadikannya sebagai grosse akts yang NON
EKSEKUTORIAL (tidak dapat dieksekusi), Iengan demikian cara pemenuhan
pembayaran hutang debitur kepada kreditur harus melalui gugat biasa ke
Pengadilan Negeri. '

Hal-hal lersebut menimbulkan berbagal perbedaan pandanpan dan
peonafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukem jaminan atas
tanah, misalnys mengenai pencantuman titls eksekutorial, dan pelaksanaan
eksekusi, sehingga peraturan  perundang-undangan  lersebut t?izassz; kurang
mernberikan jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkredian.

Eksckusi terhadap sertifikat Hipotik, sekarang sertifikat Hak
Tanggungan, pada dasamya dilakukan pihak kreditur sebagail upaya terakhir untuk
menyelamatkan kredit bank yang sulit kembali karena debitur tidak melaksanakan
kewajibannya melunasi hutangnya kepada Bank. Akan fetapi karena adanya

* Harahap, Op. ¢it, hal 203.
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kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusinya, dan kebijakan
yang telah digariskan oleh pihak Bank, Pihak Bank sebagai kreditur tidak selalu
melaksanakan cksekusi terbadap seriifikat Hipotik, sekarang sertifikat Hak
Tanggungan,

Karena hal-hal tersebut diatas, maka ketentuan mengenai Hipotik
sebagaimana diatur dalam Buku i1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia dan ketentuan mengenai Crediet Verband dalam Stb. 1908-542
sebagaimana diubah dengan Stb. 1937-190, yang berdasarkan pasal 57 Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 51, dipandang tidak sesuai lagi dengan
kebutvhan kegiatan perkreditan dan perkembangan tata ekonomi Indonesia,
sehingga dibentuklah Undang-Undang yang mengatur lembaga jaminan atas tanah
secara lgbih jelas dan lengkap dengan keluamya Undang-Undang No. 4 tahun
1994 tentang Hak Tanggungan, LN No. 42 Tahun 1996 TLN. No. 3632, yang
untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atau UUHT,
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya,

Dengan diundangkan UUHT, maka diharapkan berbaga: macam
penafsiran tentang eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan tidak terjadi lagi dan
perlindungan hukum yang diberikan kepada pibak-pihak yang berkepentingan
akan lebih baik.

Sertifikat Hak Tanggungsn yang memuat irab-irah dengan kata-kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA®
mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan bukom tetap dan berlaku sebapgai pengganti grosse
akte Hipotik sepanjang mengenat Hak Atas Tanah (pasal 14 Ayat 3 UUHT)

Eksckusi Objek Hak Tanggungan menurut UUHT dilakvkan
berdasarkan pasal 6, 14, dan 20 UUHT yang memberikan hak kepada Pemegang
Hak Tanggungan Perfame/ Kreditur untuk menjual objek Hak Tangpungan alas
kekuasaan sendiri, apabila pemberi Hak Tanggungan/ Debitur ingkar janji/
wanprestasi. Penjualan Objek Hak Tanpggungan tersebut pada dasarnya dilakukan
melalut pelelangan umum, melalui pelelangan umum afas perintah Ketua

Pengadilan Negeri, dan penjualan dibawah tangan/ jual-beli sukarela.
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Berdasatkan beberapa kasus vang terjadi di lapangan mengenai
masalah Hak Tanggungan, ada satu kasus yang menarik dan perlu diteliti lebih
mendalam guna kepentingan akademisi dan lembaga pemerintahan terutama
Badan Pertanahan Nasional (BPN)}, dimana kasus fersebut mengenai suatu Objek
Hak Tanggungan yang sudab dibebani Hak Tanggungan bahkan sampai peringkat
kedua, skan tetapi diblokir oleh Kantor Perfanahan atas permohonan pihak lain
sehingga pihak kreditur tidak dapat memiliki kekvatan hokum jaminan atas
piutangnya terhadap debitur apabila debitur wanprestasi sebelur biokir terhadap
sertifikat ohjek hak tanggungn tersehut gicabuy/ dibapus oleh pihak yang telah
meinbiokir obick Hak Tanggungan tersebat, Oleh karena itu hal ini penting unfuk
dibahas scbagi Tesis.

12, Rumusan Magalah
Berdasarkan wraian latar belekang tersebut diatas mazka dapat
dirumuskan beberapa permasalaban penting, diantaranya *
1. Apa aspex hukum pembickiran terhadap Objek Hak Tanggungan ;$ada contoh
kasus ITC Roxy Mas Jakarts Pusar?

‘2. Apa yang menjadi alasan Kantor Pertanaban melakukan pemblokiran terhadap
Objek Hak Tasggungan pada kasus ITC Roxy Mas Jakartz Pusat, dan
bagaimana proses pemblokivan tersebut 7

3. Apabila blokir terhadap Objek Hak Tanggungan belum dap;ai dicabut/
dihapus, bagaimana perlindungan  hukum terhadap Pczziézgang Hak

Tanggungan apabila debitur wanprestasi ?

1.3, Tujuan Penelitian
Adapun fujuan penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah
petaksanaan perlindungan hokum bagi kreditur Hak Tangpungan yang Objek Hak
Tanggungannya diblokir, yaitu
f, Untuk mengetabui aspek hukum pemblokiran terhadap objek Hak
Tanggungan.
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2. Untuk mengetahui alasan Kanfor Perlanahan melakukan pemblokiran terhadap
Objek Hak Tanggungan pada kasus 1TC Roxy Mas Jakarta Pugat, dan uniuk
mengetahui bagaimana proses pemblokiran tersebut.

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukurm terhadap Pemegang Hak
Tangggengan apabila debitur wanprestasi, sedangkan sertifikatl objek Hak
Tanggungan sedang diblokir oleb Kantor Pertanshan.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan guna memperoleh data yang
sebenamya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menguraikan kegiatan
pengumpuian dan analisa data secara ringl. Dalam molekukan penelitian ini,
penulis menggunakan metode penclitian pendekatan yuridis-normatif yang
mengacy kepada peraturan-peraturan yang fertulis atau hukem positif serfa bahan-
bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan, Data-data yang
dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah dafa primer yang diperoleh
melalti wawancara dengan pilek-pihak yang bersangkutan dan dats sekunder
diperoleh melalui literatur-Titeratur kepustakaan,

Adapun jenis dan sumber dafa vang digunakan dalam penelitian mi
yaitu :
1. Jenis Data :

a. Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari
sumbernya vang dijadiken sumber utama dalam penelitian, melalui
wawancara dengan tekaik bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih
dahulu  perfanyaan-pertanysan sebagal  pedoman fetapl | masth
dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuajkan dengan
situasi kettka wawancara,

b. Data sekunder, vaitu data atau informasi yang diperoleh dari tangan
periama, kodua, ketiga, dan seterusnya yang dijadikan sumber tambahan

yang herupa dokumentasi informasi yang sesuai dengan permasalahan,
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2. Sumber Daia .

a. Sumber data primer

¥Yang dapat dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah ;
. Seorang Akademis¥ Dosen PPAT;

2. Kepala Kantor Pertanshan Wilayah Jakarta Pusat;

1. Kepala Legal Bank X selaku Kreditur,

b, Sumber data sekunder

Yang dapat dijadikan surnber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Buku dan Literatur tentang permasalahan vang dibahas;

2. Tulisan para abli yang berhubungan dengan permasalaban yang
dibahas;
3. Peraturan Perundang-undangasn ;

a.
b.

c.

HIR;

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor § Tahun 1960,
Undang-Undang Nomor 4 Takun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Atss Tanak Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tamah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agraris/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tfentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tehun 1997 “ter:fzmg Pendaftaran
Tanah,

Untuk menunjang pengumpulan data vang penulis lakukan dejam

perudisan penclitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi

Lapangen. Swudi Lapangan dilakukan dengan wawancars secara langsung

terbadap responden yang telah ditentukan {purposes sampling) dengan memakai

pedoman wawancara dan dikombinasikan dengan sistem terbuka schingga dapat

diperoleh data-data atau keterangan yang lengkap dan akurat.

Kemudian Data yang akap diperoleh aken dienalisis dengan

menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu dengan mengemukakan data-data,
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baik primer maupun sekunder, menjabarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan
kenyataan-kenyataan yang berhubupngan dengan permasalehan,  kemudian
dianalisa serda ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan
pendekatan yuridis vosiclogis, yaitu denpan meninjau pada peraturan yang ada,

kermudian dihubsngkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat atau lapangarn,

L5, Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penslitian ini adalah ©

Bab [ tentang Pendahuluan yang memuat :

Latar Belskang Permasalahan, Rumusan Masalsh yang akan dibabes, Tujuan
Penulisan, Melode Penelifian, dan Sistematika Penulisan,

Bab II tentang Landasan Teod dan Pembahasan Permasalahan yang meliputi ;
Tinjauan umum tentang hukurm jaminan, peogertian hak tangguongan, cirrt-cirl dan
asas-asas hak fanggungan, subjek hak tanggungan, objek hak tnggungan, proses
pembebanan  hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, hapuspya hak
tanggungan, roya/ pencoretan hak tanppungan, jenis eksckusi hak fanggangsn,
serta pembahasan tentang aspek hukum pemblokitsn terhadap objek Hak
Tanggungan, pembahasan tenteng alasan Kanfor Pertanahan  melnkukao
pemblokiran terhadap Objek Hak Tanggungan dan proses pemblokiran tersebut,
dan pembahasan ifenfang bagaimena perlindungan hukum bagi Pemegang Hak
apabila debitur  Hak Tanggunganr wanprestasi, sedangkan Objek Hak
Tanggungan tersebut diblokir oleh Kantor Partanaban atas permohonan pihek lain,
Hab 1II tentang Penutup yang memuat @

Kesimpulan dan saran mengenat permasalahan yang dibahas dalam tesis ini,

Universitas Indarnesia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



BABH
LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN

f1.1. Landasan Teori
II.1.1. Aspek Hukum Rumah Susun dan Pemilikan Satuan Ramak Susun
Pengertian yang terkaif dengan Rumah Susun
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah
Susen (selanjutnya disebut UURS), vyang disebut dengan Rumah Susun
dirumuskan scbagat berkut:

Rumah Susun adalsh bangunan gedumg bertingkat yang dibangun
dalam suatu lngkungan, dibagt dalam bagian-bagian yang distruktur
secara fungsional dalam arah  horizonfal mavpun  vertical dan
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
dipunakan secara terpisah, ferutama untuk tempat hunian, yang
dilenpkapi dengan bagian bersama, benda bersams dan lansh bersama
(pasal 1 angka | UURS)

Dari definisi fersebut Rumah Susun adalah gedung bangunan bertingkat yang
" memenuhi syarat ferfentu vang discbetkan diatag dan setiap sstuan rumah susun
harus mempunysi sarara penghubung (akses) ke jalan umum. Ini berart bahwa
UURS tidak dapat diterapkan pada setiap bangunan, gedung bertingkat kecuali
yang memenuht persyaratan fertentu,

Dalam Penjelasan UURS atas pasal | angka | ditegasken bahwa Rumah
Susun adalah pengertian hulosn yuridis (yuridis) vaitu :

“Rumah Susun yong divaksud dalom Undang-undang ini, adalah istilah yang
meniberifan pengeriion fmkum bagi bangunan gedung bertinghat yang senantiasn
mengundung  sistemt  pemilikan  perseorangun  dan hok  bersama,  yang
penggunacanya ungtuk hunian aten bukan hunian, secara mandivi ataupun

2

serary terpadu seboagai satu kesatvan sistem pembangunan ',
9
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Peruntukan Rumab Susun yang dibangun adalah untuk hunian, yang
disebut aparternen atan flat dalam prakick Rumah Susun dapat secars mandiri,
secars terpadn sebagal satu kesatuan sistem pembangunan {superblok) atau mixed
us¢, Dapat pula peruntukannya untuk non hunian yaitu perkantoran, mall atau
atrium dan dapat pula merupakan peruntukan campuran (mixed use). Untuk
hunian dan non hunian. Untuk non hunien ketentuan UU Bumah Susun dapat

disesuaikan seperlunya (pasai 24 UURS).

Satuan Rumah Susun {SRS)

Satuan Rumah Susun hatus mempunyai sarana penghubung ke jalen

umum sehingga dapat dimiliki secara terpisah dan berdinl sendin berikut hak atas
bagian bersama, benda bersama dan {anakh hak bersama.
Dengan demikian SRS adalah bagian dard bangunan pedung bertingkat yang
mernenai persyaratan tertentu sebagai bagian dari bangunan gedung bertingkat
dalam praktek disebut “wnit aparemen” (apartement unit) jtka rumah susumnya
adalah hunian atau apa yang disebut aparfemen atan flat atau “unit ruang
perkantoran” {office space umif} jika rumah susunnya adalah uotuk kegiatan
perkanioran,

Batas-batas pemilikan SRS adalah sctiap SRS dibatasi dengan dinding,
yaitu permukasn bagian dalams dari dinding terpisah, permukasn bagian bawah
dari langlt-langit struktur, permukaan bagian datf atas dari lantai struktur {pasal 41
ayat 3 PP No. 4/ 1988), Berdasarkan “Pertelaan yang dibuat oleh pengembang”
ditetapkan NPP {Nilai Perbandingan Proporsionzl} terhadap apa yang dimiliki

bersama oleh para pemilik SKS.

Hak Milik atas Satoan Rumah Susun (HMSRS)

Untuk memifiki SRS harus difandssi dengan suain lembags atau bak
penguasaan yang dissbut Hak Milik atas Satuan Rumah Susun {(HMSRS). Yang
disebut HMSRS adalah hak sntuk memiliki Satuan Rumah Susiin secara terpisah
dan berdin sendini berikat hak atas bagian bersama, benda bersama <dan tanah
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bersarna, yang merupakan sate kesatwan dengan satuan rumal susun yang
bersangkutan (pasal 8 UURS dan Penjelasan umum UURS).
Hak Milik atas Satuan Rumah Swvsunt adalab lembaga bam yang

diciptakan oleh UU Rumeah Susun yang meliputi:

¥ Hak pemilikan psrseomngan atas satuen-satuan rumah susun  yang

digunakayn secara terpisah

» Hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumak susun

¥ Hak bersama atas benda-benda

> tak bersama atas tanah
Yang semuanva merupakan suvatu kesatuan hak vang secara fungsional tidak

terpisabkan. (menurut penjelasan umam UURS vraisn No. 1)

Dari penjelasan diatas, hubungan hukuny penguasaan yuridis atas SRS
yang discbut HMSRS mencakup :
» Pemilikan satuan rumah susun sccara terpisah dan yang berdiri gendir
disertai dengan;
¥ Pemiiikan bersama {condominium; yang meliputi hak bersama alas bagian
bersarna dari rumah susun, benda bersama dan tanah bersama.
Rumusannys adaalah sebagai berikut ;

Rerdasarkan penjelasan diatas, yang disebut HMSRS adalah hak untuk
memibki atas safusn rumah susun secara terpissh dan berdid sendind benkut hak
atas bagian bersanm, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanys
merupakan  saty  kesatuan veng tidak terpisabkan dengam satuam  yang
bersangkutan, {pasal § ayat (2} dan {3} UURS},

Sedang perbandingsn pemilikan secara individual dengan pemilikan
bersama ditctapkan berdasarkan atas lvas atan pilai safvan rumah susun yang
bersangkutan pada wakty diperoleh oleh pemiliknya yang pertama (pasal B ayat
{4) LVJURS). Perbandingan afas setiap rumah susun terhbadap hak atas bagian
bersama, benda bersarna, dan tanah bersama dihitung berdasarkan Juas atan nilai
satuan rumab susun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilas
rumah susun secara keseluruhan, yang disebut Nilai Perbandingan Proporsional

yang ditctapkan dalam akta pemisahan, yang dibuat oleh developer dan kemadian
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disahkan oleh Bupali/ Walikolamadys Kepala Daerah dan & DKI Jakatiis oleh
Gubernur Kepala DKI Jakarta. Kemudian didaftarkan di Kanfor Pertanahan
sstempat berikuf sedlifikat tanah hak bersama; scbagai prasyarat untuk
miernisahkan setiap SRS dan dibuatkan sertifikat IIMSRS atas nama develaper
{penyelenggaraan pembangunan}, sebagai tanda bukti pemilikan atas SRS,

Cir{-cirinya :

2. Jangka wakta HMSRS sesuai dengan jangka waktu tanah hak bersama dimana
rumah susun didirikan;

b. Turun temurun, apabila pemiliknya meninggal duniz HMSRS beralih kepada
ahli warisnya karena hukum;

c. HMSRS dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang dengan dibebani Hak
Tenggungan;

d. HMSRS dapat dipindal tangaekan kepada pihak lain melalui perbuatan hokum
pemindahan hak, misalkan jual beli;

¢, Batas-batas kepemilikan HMSRS ditetapkan secara pasti dalam sertifikatnya.

Tanda Bukii Pemilikan Satuan Rumah Susun

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak
kepada Orang/ Badan Hukum yang memiliki Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
diberikan tanda bukd hak yang disebut sertifikat Hak Milik atas Batuan Rumah
Susun.

Sertitkat Hak Milik atas SRS diterbitkan oleh Kasntor Pertanahan
{Kabupaten/ Kotamadya) dan dt DKI Jakarta disetiap Kantor Pertanahan
Kotamadya vang isinya terdiri dari ©

>  Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur atss Hak Tanah Persama;

# (Jambar Denah Tingkat Rumah Susun yang bersangkutan, (vang
menunjukkan satzan rnumah susun vang dimiliki);

» Petelaan mengenat besarnya bagian, Hak stas Bagian Bersama, Beuda

Bersama, dan Tanah Bersama.
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Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisabkan dan dijilid dalam

salu sampul dokumen.

Penerbitan Sertifikat Hak Milik ates SRS harus dilaksanakan teriebih
dahuly  sebelum SRS dijusl kepada pihak Iz Pada HMSRS  unsur
kepemilikannya meliputi unsur yang dimiliki secara terpisah dan berdini sendiri
berdkut unsuwr-unsur yang dimiliki bersama dan Redua jonis unsur kepemilikan
tersebut merupakan satu kesatuan vang tidak terpisahkan. Sistem kepemilikan
yang demikian dalam kepustaksan disebut Condominium yang terditi dan Co =
bersama, dominium = pemilikan. Di Indonesia menjadi Kondominium, Konsep
kondominium di Indonesia dilandasi oleh asas pemisahan horizontal menurut
Hukem Adat yang tidak tertulis atau “pencrapan asas hukum adat pads fenomena
modern”, Samasekali Gdak dipengaruhi oleh konsepsd hukum (legal konsep) asing
seperti “Apartemen Wet” (Belanda) maupun “Strata title” {Singapura Australia,
Malaysia) ataupun “Condominium” di Amertka Serikat.

Status Tanak dan Pemilikan SRS

Rumah susun dapat dibangun di atas tanah dengas Hak Milik, Hak
Guna Bangunan dan Hak Pakai, ketiga jonis hak atas tanah diberikan oleh Negara
di ates tapal Negara (tansh yang langsung dikuasal oleh Negara) Dapat pulz 3
jenis hak atas tanah tersebut diberkan pada bagian dari pada tamah Hak
Pengeiolazn, scperti pada bekas bandam Kemayoran, Jika akan membangun
rumnsh susun pengembangnya (developemya) harus jeli melihat peluang pasamya
{market share} vang akan dibidik. Dalam hal mi peluang pasar tersebut harus
disesuaikan :clengan status tanah yang sesuai. Perlu diketahul siapa yang bolch

membell atau menjadi pemegang hak untuk setiap jenis hak atas tansh.
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Status Tanabnya

Yang Boleh Memikiki

Ham Milik

Hanys Warga Negara Indonesia yang
mempunyat kewarganegaraan

Indonesia saja

Hak Guna Bangunan 30 tahun, dapat
digerpaniang 20 tahun, dan dapat
diperbarui Hak yang bersangkutan

» WNI

» Badan Hukum Indonesia

Hak Pakai
25 tahan, dapat diperpanjang 20 tahun,
dan dapat diperbarui Hak yang

bersangkulan

» WNI

+ Badan Hukum indonesia

o Oang  asing  ysng  meniadi
penduduk Indonesia
» Badan Hukum  asing  vang

mempunyal kantor perwakilan di

indonesia

Uniuk memperpanjang jangka waktunya dan pembaruan heknya khwsus vntuk
HGE dan Hak Pakat tersehut di atas dilaksanakan oleh Perhimpunan Penghuni
Ruraah Suson (PPRE). Yang boleh menjadi HMSRS adziab mereka vang
memenuhi syarat schagai pemegang hak seperti diatas, tergantung pada status

tanah dimans romah susun tersebut dibangun,

Rumal Susun sebagai Jaminan Pelunasan Hutang

Berdasarkan ketentuan pasal 12 dan 13 UURS dan ditogaskan lebih

lasiut dalars pasal 27 UU Hak Tenggungan, bahwa -

&. Rumah Susun yang sedeh dibangun meupun vang akan dibangun berikut tanah
hak bersamanya yang berstatus Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak

Pakal {atas tanah Negara),

b. Hak Milik atas Satuan Rumab Susun dapat ditunjuk

sebagal jaminan

pelunagan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan.

ad a.

Untuk setiap pemberian kredit konstrukst untuk pembangunan ramah

susun wajib dijamin pelunasannya dengan Hak Tenggungan,
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adb. Setiap pembeli HMSRS dapat memperoleh fasilitas KPR/ Keedit
Pemilikan Satuan Rumah Susun (KPSRS) dan HMSRS tersebut dapat
pula dibebant Hak Tanggungan scbagal jaminan pelunasan atas KPSRS
yang bersangkutan, apabila heas laintainya 70 m? atau lebih.
Seianjuinyan ad. a dan ad, b diatas sepanjang mengenai pembebanan Hak
Tanggungan distur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negars Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomar 4 Tabun 1996,

Langkah-izngkah pemisaban satuan-satusa rumak susun

Langkah-langkah pengembang {developer) untuk menjadikan setap

satuan tumah susun giap dijual Kepada calon pembelinya, meliputi kepiatan

sebagai begkut :

a.

Tanak kak bersama telah diperoleh dan dikuasai secars legal dengan HGR atau
Hak Pakai dan telah terbit sertifikat hak yang bersangkutan;

. Apabila bangunsn Rumah Susun telah selesai dibangun wajib mengajukan

permohonan kepada pemerintah dacrah setempat untuk memperoleh Izin Layak
Huni atau di Jakarta Jjin Pepggunsan Bangunan,

. Developer telah membuat pertelaan untuk sefiap Satuan Rumzh Susun dan

Akta Pemisahan Rumah Susun spar satuan-satuan ramah susun it dapat
dipisahkan;

. Akta Pemisshan sudah digahkan oleh Bupati/ Walikota KDH Tingkat I atay

jika lokasinya di Jakarta oleh Gubernur KDKI Jakarta;

. Akta Pemisahan telah didafiarkan di Kantor Pertanaban sctempat untuk

pembuatan Buku Tanah HM atan SRS;
Pengrbitan Sertifikat HM atas SRS oleh Kantor Pertanahan setempat atas nama
pengembang;

. Menyusun Anggaran Dassr dan Anggaran Rumah Tinggal Perhimpunan

Penghuni Rumah Susur;

. Membentuk Perhimpunan Penghunmi Rumah Susun {(PPRS) dan meniadi

pengelola sementars sebelum sebelum tarbentuk PPRS;
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i. Penjualan atau Pemindahan HMSRS kepada pembelinya dihadapan PPAT
yang herwenang mombuat Akta Juai Beli HMSRS;

j. Pendaflaran Jual Beli HMSRS di Kantor Pertanahan {(Kabapaten/ Kotamadya;

k. Apabila pembell memperoieh fasilitas KPR atau KPSRS dalam prakisk
tersehut KPA {aparfemen) dan pelunasannya dijamin dengan Hak Tanggungan
dilaksanakan pemberian Hak Tanggungan oleh pembeli kepada Bank pembern
KPSRS dihadapan PPAT vang berwenang membuat APHT {akta Pombenan
Hak Tanggungan) dan kemudian didaftarkan Hak Tanggungan fewsebut di
Kauntor Pertanahan setempat supays dibuatkan Sertifikat Hak Tanggungan
untuk Bank vang bersangkutan sebagai tanda bukti bahwa Bank tersebut adaiah
Peregang Hak Tanggungan.

Pengelolaan Rumah Susun
Pihak-pihak yang ferkait dalam pengelolaen Rumah Susun meliputi ¢
a. Penghuni atau pemiiik SRS
b. Pethimpanan Penghuni
¢. Badan Pengelola
d. Penyelenggara Pembangunan Rumah Susuu (PPRS) atau developer.

Keterkailan Peranannva

Pihak-pihak ferscbut mempunyal hubuogan terkait yang sistemalis.

Pemilik SKS atay penghuni rumah susun tidak dapat menghindarkan dirt stau
melepaskan kebutuhannya untuk menggunakan bagian bersansa, benda bersama
dan tanah bersama, oleh karena it mercka membentuk Perhimpunan Penghuni
unizk mengatur dan mengurus kepentingan bersama para penghuni rumah sasun,
serta untuk menfamin kefertiban, kepotong rovongan dan Keselaraszan sesuat
dengan kepribadian Tndonesis dalam mengelola bagian bersama, benda bersama
dan tanah bersama {demikian penjelasan pasal 19 UURS} sedang pelaksanaan
tugas pengelolaan diserahkan kepada Badan Pengelola yang dibentuk afsu
dimnjuk oleh Perbimpunan Penghuni, Sedang PPRE mempunvai peranan sebagai

pengelola semerntara Sclama belum dan scielah terbentuk Perhimpunan Ponghuni,
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Perhimpunan Penghuni {pasal 54 s/d 60 PP 47 1998}

Perbimpunan Penghuni adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri
dart para penghuni, yang mempunyai tugas dan wewenang pengelolaan yang
meliputi penggunaan, pemelibaraan dan perbaikan terhadap bangupan, bagian

hersama, benda bersama dan tamah bersama.

Fungsi Perhimpunan Penghuni ;

a. Membina terciplanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman;
b. Mengatur dan membina kepentingan peaghuni;_
¢. Mengelola Rumah Susun dan lingkungannya.

Dalam  melaksanakan  fugas mengelola Rumah  Susun  das
lingkingannya Perhimpunan Penghuni dibante olech Badan Pengelola vang
dibentuk sendiri atau menunjuk Pertsshaan Jasa Pengelols Properti (PIPP) yang

professional.

Kewsiiban Perhimpunan Penchuni {pasal 19 ayat (3), (4} UURS) :

Perhimpunan penghuni berkewajtban untuk mengurus kepenfingan
borsama para pamilik dan penghuni vang betkaiten denpan  pemiliken,
penghuninya, mengelolanya, Dalam rangka mengatur pengelolaan dan penghunia,
kegiatannyz perlu disesuaikan, diserasikan dengan kegiatan kelembagaan RT dazn
RW yang bergerak dibidang kemasvarakatan. B

Angeota Perhimpunan Penshum

Yang menjadi anggota Perhimpunan Penghuni adalah mercka yang
memiliki atau memakai atau menyews a:a;,l menyewa belt (dalam sewa beli) atay
yang memanfaatkan satuan Rumah Susun dan berkedudukan sebagai penghuni
hardasarkan suato hubungan hukum tertenas

Pembentukas dan status bukumnya ;

Pembentukan Perhimpunan Penghuni dilaksanakan dengen akia dan

kemudian disabkan oleh Pemerintah daerah Tk I, yaitu oleh Bupati/ Walikota
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Kepala Dacrah, di DKI Jakarta oleh Gubsrnur KDKI Jakarta dalam hal ini oleh
Kepala Dinss Perumahan.
Kewenangannya {pasal 57 ayat (3) PP 4/ 1988)

“Perfiimpunan Penghuni depat mewakili pera penghuni dolam
melakukan perbuatan hukum baik ke dalam mavpun ke luar Pengadilan®.
Pengertian dapat mewakili berarti dalam hal mengurus kepentingan bersama para
penghuni untuk melakukan perbuatan hukum atas persetujuan para penghuni,

1L1.2. Ketentuan Umwm Tentang Hukam Jaminan

Istilah hukum jaminan berssal dari terjemahan “zakerheidesstelling”
atau sccurity of law. Beberapa perumusan atan definisi tentang jaminan dan
hekum jaminan dikemukakan beberapa pakar hukum diantaranya adalah Mariam
Darus Badrulzaman yang memberi rumusan mengenai jaminan yakni “jaminan
sebagai suatu tanggungan vang diberikan oleh ssorang debitur atan pihak ketiga
kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.™

Dilain Pihak, J. Satric mengartikan Hukum Jaminan adalah “aturan
hukum yang mengatur fentang faminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap
seorang debitur”.® Sedangkan, H, Salim HS mengemukaskan bahwa hukum
1aminan adalah;

“Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum vang mengatur hubungan
hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan
pembebanan jaminan untukaendapatkan fasilitas kredif™?

Berkaitan dengan pengertian-pengertian mengenai huksm jaminan
tersebut, maka dapat juga dikemukakan beberapa asas penfing dalam hukum

3 Fricds Husni Hasbullah, Hukuwn Kebondoar Perdata Hak-Hek Yang Menshori
Faminen, Wid 2, Qukarta: Ind-HillL Ca, 2662, hel. 5.

* M. Salim HS, Perkearbangan Hukton Jaminan i Indanesia (Sakana: PT Rajs Geafindo
Persada, 2003}, hal. 6.

Sthid.
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jaminan di antaranya: (1) Asas publisitas, yaitu asas bahwa semua hak, baik hak
tanggungan, hak fidusia, dan hipotik harus didafiackan.

Pendafiaran ini dimaksudkan sapaya pihak ketiga dapat mengetshui bahwa benda
jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan; (2) Asas specialiteit,
yaitu bahwa hak tanggungan, bak fidusia, dan hipotik hanya dapat dibebankan
atas persil atav atas barang-barang yang sudah terdafiar atas nama oranng terientu,
{3) Asas tidak dapat dibagi-bagi, yaitu zsas dupat dibaginva hutang tidak dapat
mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotik, dan hak
gadai walzupun telah dilakuksn pembayaran sebagian.®

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan wmum dan

jaminan khusus, Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan hahwa:

“Sepala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak mavpun yang lak
bergerzk, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian

hari, menjadi tanggungan vatuk segala perikatan perscorangan”.’

Pagal int mencerminkan suatu jaminan umum dan dapat disimpulken
Gahwa vang dimsksod jaminan wmum adalah jaminen yang dibenkan bagh
kepentingan semua kreditur dan menyanghkut ssmna harta Kekayaan debitur, Hal
ini bherarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan hasil
penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan pistangnys masing-

masing.

Jaminan umum mempunyai cirmi-¢in sebagai berikut:
1. Para kreditor mempunya: kedudukan yang sama alau seimbang, artinya tidak
ada vang lebih didahulukan dalam pemenuban piufangnys dan digebut kreditur
yang konkuren;

B -
fbid., hal. 8.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bergerlijh Wetboek], duerivmahin oleh R,
Subekii dan R. Tjitrosudibio, ¢et. 18, (Jakans: Pradnya Paramitha, 1984}, pa 1131
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2. Ditinjau dari sudut haknya, parz kreditor konkuren mempunyai hak yang
bersifat perorangan, yaite hak yang hanya dapat dipedahankan terhadap orang
tertentu; dan

3. Jaminan gmum timbui karsna undang-undang, artinya antara para pihak tidak
diperfanjikan teriebih dabulu, Dengan demikian para kreditur konkuren secara
bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang.®

Sedangkan pada pasal 1132 K{JHPerdaia dinyatakan bahwa:

“Kebendasn fersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengatsngkan padanya; peadapatan penjuslan benda-benda in
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaifu menurul besar kecilnya
piutang masing-masing keceall apabila diantara para berpiutang ity ada
alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”’

Dalam pasal ini tersirat adanya jaminan kbusus vaitu dengan adanys
kreditur vang diberikan kedudukan yang lebih didabulukan dalam pelunasan
hutanguya dishanding  keedifur-kreditur  Iairnya. Kemudian pasal 13133
KUYPerdata juga memberikan pernyatzan yang lebih tegas lagi berpintang terbit
dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaita:

1. Jaminan Perorangen (Persoonlijke Zekerheidsrochien/ Personal Guarantee),
yaitu suatu perjanjian aniara seorang yang berpiutang {kreditur} dengan pihak
ketiga yang menjamin  dipenshinya  kewajiban-kewajiban s E:xerh{x'fé-ng
(debitur). Ja bahkan dapat berada diluar pengetahuan si beshutang tersebut.™
Dengan demikizn jaminan perorangan merupakan jamingn yang mentmbulikan
hubungan langsung dengan orang tertentu atau pihak ketiga tidak memberikan
hak untuk didahatukan pada benda-benda tertenty, karena hartz kekayaan pihak

ketiga fersebut hanyalah merupskan jaminan bagi terselenggaranya suaty

*Hasbullah, op. iz, kal. 10.
iab Undang-Undang Hukum Perdus [Burgeriik Wethosk], o ¢ir., ps. 1132,
®Mutagatung, op. cit., hal, 362,
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perikatan, Jaminan perorangan  meliputi:  borg, langgung-menanggung
{tanggung renfeng) dan garansi bank,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur-unsur dari jaminan
perorangan, yains

3. Mempunyat hubungan langsung pada orang {erienta.

b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertontu.

¢. Terdapat harta kekayaan debitur umumnya. '

Lembaga jaminan yang bersifat perorangan ini didalam sisiem hukum jaminan
di Indonesia dischut penanggungan utang (“Borgtocht” atau “Guarantee”),
yang berarti swatu persetujuan oleh pihak ketiga, guna kepentingan kreditur,

mengikatkan dirinya memenuhi kewajibannya uniuk melenasi hutang,

Ada figa katregori subjek penanggung hutang atau penjamin dilthat dari

kapastitasnya bertindak, yakni:

a. Jika yang bertindak sebagai penanggung adalsh orang-perorangan disebut
Personal Guarantee/ Jaminan Perorangan;

b. Jika yang bertindak sebagai penangpung adalah Badan Hukum disebut
Corporate Guaranteef Jaminan Perusahaan;

¢. Jika vang bertindak sebagai penanggung adalah Bank discbut dengan Bank

Guarantee/ Bank garamsi.

. Jaminan kebendaan (Zakelijke-Zokerheidsrechten) e

Jaminan kebendaan ialsh jarminan yang memberikan kepada kreditur alas suat
kebendaan milik debitur bak untuk memanfastkan benda tersebut jika debitur
malakukan wanprestasi,”

Benda milik debltur yang dijaminkan dapat berupa benda bergerak maupun
benda tidak bergerak, Uniuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai
{pand} dan fidusia, sedangkan untuk benda Hidak bergerak, setelah berlakunya

H3alim HS, op. «it., hul. 24,
umgalung, op. cir., hal. 363,
“Hasbultah, ag.¢it., hal, 16,
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VUHT hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut dengan bobot 20
M? keatas dan pesawat ferbang serfa helicopter. Sedangkan untuk tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak
tanggungan.

Jaminan kebendaan mempuonyai cimb-oiri yang berbeds dari  jaminan

perorangan, yattu:

&.

b.

Merupakan hak mutiak {zbsolute) atas suatu benda.
Kreditur mempunyat hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik
kreditur,

¢. Dapat dipertahankan terhadap tuntuian oleh siapapun.

. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (droit de

suite/ Zaaksgevolg).

. Menpandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dolu ferjadi

akan lebith diutamakan daripada yang tegjadi kemudian (droit de preference).
Dapat diperalihkan seperti hipotik.

. Bersifat perejaniian tambahan (aceesoir).”

Agar jaminan kebendaan ini dapat memberikan keamanan bagt kredifur,

maka syarat-syaraf benda jaminan yang baik adalah:

&.

Dapat secara mudah membantuy perolehan kredit itu oleh pihak yang

memerlukannya;

. Tidak melemahkan potensi (kekuatan} si pencari kredit untuk melakukan

atan meneruskan usahanya; dan
Memberikan kepastian kepada kredituy, dalam arfi bahwa barang jaminan
sefiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapst mudah divangkan

untuk melunasi hutangnya sf penerima (pengambil} keedit. "

Ybid., hal. 17,
Pgatimn HS, op. cir., bl 27,
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Persanjian pada umummnya dapat dibedakan memiadi 2 macam, yailu
pegiantian pokok dan perjanjian accessoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga
keuangan non bank. Contoh perjajian pokok adalah perfanjian kredit bank, yaiiu
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamekan dengan itu, berdasarkan
persefujuan atau kesepakatan pinfam-meminjam antara bank dengan pihiak Jain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjion accessoir adalah peranjian yang bersifat tambahan dan
dikzitkan dengan pepanjian pokck. Confoh perianjian accessoir ini adalah
perjaniian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia.
Jadi, sifat peranjian jaminan adalah peganfian zccessoir, vaity mengikol
perjanjian pokok. Sifat accessoir dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat
hukum sebagai berikut:

z. Adanya dan hapusnys perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok;
b. Jika perjanyian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal;

. Jika perjanjian pokok beralih, maka peganjisn tambahan ikat beralik; dan

d. Jika perjanjian pokok beralih kerena cessie, subrogatie, maka perjanjian

tambahan juga beralih tanpa penverahan khusus.

11.1.3. Pengertian Hak Tangguagan
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUHT, yang dimaksud dengan Hak
Tannggungan adalah;

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang
dimaksud dslam Undang-Undang Nomor § Tshun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berkut atay tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tamah it untuk
pelunasan hutang ferlentu, yang memberkan kedudukan yang
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dintamakan kepads kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur
lainsya™.'®

Unsur-unsur  yang fercantum dalam pengertian Hak Tanggungan
tersebut adalah:

a. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanah
Yang dimaksud dengan hak jaminan atas tanzh adalah hak penguassan yang
secara khusus dapat diberikan kepada Iaeditur, yang memberi wewenang
kepadanya unfuk, jika debitur ciders janji, menjual lelang tanah yang secara
khusus pula ditunjuk sebagal agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau
sebagian hasilnya wntuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak mendahuiu
dari kreditur-kreditur lain (droit de preference). Selain berkedudukan
mendahuly  kreditur  pemegang hak jaminan dan menambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut, sungguhpun tanah vang bersanglutan
sudah dipindahkan kepada pihak tain {droit de suite).

b. Hak atas tanmah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
saty kesatuan dengan tansh itu. Pads dasernya, Hak Tanggungan dupat
dibebankan pads hek atas tansh semata-mata, tefapi dapat juge hak atss tansh
tersebut berikut dengan benda-benda yang ada distasnya,

¢. Untuk pelunasan hutang tertentn, maksudnya adalah dengan adanya Hak
Tanggungan ity dapat membereskan dan sclesai dibayar hotang-hutang debitur
yang ada pada kreditur, i ‘ - ey

d. Memberikan kedudukan yang divtamakan kepada kreditur tertentu techadap
kredstur-kreditur lainnya.

Boedi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah:

“Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk
berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan
untuk dikuvasai secara fisik dan digunakan, melainkan vntuk menjualnya
jika debitur ciders faniil dan mengambil dari hasiloya seluruhnya atau

# L

sebagian scbagai pembavaran lunas hutang debitur kepadanya™.

“Indonesia, fa), op. &i7, ps. |
Paalims HS, op. oar, het, 7.
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Esensi dari definisi yang dikemnkakan oleh Boedi Harsono adalah pada
penguasaan hak atas tanah. Penguasaan hak atas tanah merupakan wewenang
untuk manguasat hak atss tanah. Penguassan hak atas tanah oleh kreditur bukan
bukan untuk menguasai secara fisik, nemun untuk menjnalnya jika debitur cidera

janji.

1L14. Ciri-cirf Dan Asas-asas Hak Tanggungan
1. Cigi-cirt Hak Tanggungan
Adapun yang menjadi cirri-cirl dan Hak Tanggunpan adalah:

4. Memberikan kedwdukan wyang diutamakan atew mendahuly  kepada
pemegangnys;

b. Selalo mengikuti obijek yang dijamin dalam tangan siapapun objek itu
berada. Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindahtangan dan
menjadi hak milik pihak lain, kreditur masih tetap dspat menggunakan

" haknya meialui eksekus, jika debitur cidera jang;

¢. Momenubi asas spesialitas dan publisitas schinggs dapat mengikat pihak
ketipa dan memberikan kepastian huokum kepada pihak-pihak yang
berkepentingan;

d. Mudah dan pasti pelaksansan eksekusinya, Dalam hal debitur cidera janji
tidak perla ditempuh acara gupatan perdata biasa, yang memakan wakiu dan
biaya. Bagt kreditur pemegang Hak Tanggungan disediakan acara-acara
khusus vang telah diatur dalam pasal 20 ayat {1} UUHT'® yang menetapkan
dua kemungkinan uniuk melaksanakan eksekusi, yaitu:

1} Yang diatur dalam poasal 6 UUHT dan pasal 11 avat (2) huruf ¢, dalam
hal ini apabila debitur cidera janji, maks pemegang Hek Tanggungan
pertama mempunysi hak untuk mengual objek Hak Tanggungan atas

kekuasaan sendint melalsi pelelangan vmum seria mengambil pelunasan

Bersedi Horsona, Hidin Agraria Indonesia Sejarat Pembentukan Eidang Yudang
Pokok Agraris, Isi dan Peloksanaannys {fakaria: Diambatan, 2000), kel 421
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piutangnya dari hasil penjualan tersebut lebih dahulu dari kreditur-
kreditur lainnya.

2) Eksekusi melalui lelang berdasarkan title eksekutorial yang terdapat
dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) vang menyatakam: Sertifikat Hak Tanggungan scbagaimana
dimaksud delam ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka, eksekust
dilakukan melalui gugatan perdata menurut Hukum Acara Perdata vang
berlaku.

2. Asss-gsas Hek Tanggungan
Berdasarkan  cirvi-eri  Hak  Tanggungan  tersebut  maka  dapat

dikernukekan asas-asas hokum kebendaan yang melekat atau ada pada Hak

Tanggungan yaitu:

a. Hak Tanggungan bersifat memaksa
Penyimpangan terhadap ketentvan yang distur dalam UUHT, kecuvall yang
diperkenankan, mengakibatkan tidak berlakunyz Hak Tanggungan tersebut,
atan dalgam hal vang ditentukan oleh undang-undang, pelalsanaannya fidak
dapat dipaksakan.”

b. Hak Tanggungan dapat beralih atau dipindahkan
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Hak Tanggungan lahir dari suatu
perikatan pokok, yang merupakan hulang yang menjadi dagar bagi lahimya
Hak Tangpungan tersebut. Oleh karena ttu, Hak Tanggungan dapat beralih atau
berpindah tangan, dengan ferjadinys peralihan atau perpindahan Hak Milik atas
piutang tersebut, sebagaimana discbutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUHT,
dapat terjadi karena berbagat sebab dan alasan.

c. Hak Tanggungan bersifat individualitet
Ketentuan pasal 5 UUHT merumuskan bahwa meskipun atas sebidang tanah
tertenty  yang telah ditentukan dapat diletakkan lebih dari suatu Hak

PRartini Muliadi dan Gunawarn Widjaka, Serf Hukum Harra Kekayamn: Haok
Tangguugan (Jakarta: Kencanz, 2005}, hal. 145,
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Tangpungan, namuen masing-masing Hak Tanggungan tersebut adalah berdin
sendin, terlepas dari yang lainnya. Eksekusi aatay hapusnya Hak Tanggungan
yang satu tidak membawza pengaruh terhadap Hak Tanggungan lainnya yang
dibebankan diatas hak atas tanah yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan
tersebut.

Dari rumusan pasal 18 dan Pagsl 19 UUHT, dapat diketabui bahwa pada
prinsipniya cksekusi atan hapusnye suaty Hak Tanggungan tidek membawsa
pengaruh kepada Hak Tanggungan leinnya yang melekat pada objek yang
dijaminkan dengan Jebih dar sate Hak Tanggungan tersebut. Pembersihan Hak
Tanggungan-Hak Tanggungan wang masih ada dan melekat pada objek atau
bidang tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan
atas permohonan pembell hak atay fanah yang dibcham dengan Hak
Tanggungan tersehut,

. Hak Tanggungan bersifat menysluruh {Totaliteis}

Pada prinsipnya suatu Hak Tanggungan diberikan secara keseluruhan. Dalam
tial Hak Tanggungan diberikan dengan segala ikutannya, yang melekat dan
menjadi sata kesatuan dengan bideng tansh yang dijaminkan atan disgunkan
dengan Hak Tanggungan, maka eksckusi Hak Tanggungan atau bidang tanah
terscbut Juga smelipufi segala ikutannya, yang melekat dan menjadi satu
kesatoan dengan bidang tanab vang dijaminkan atas diagunkan dengen Hak
Tangungan tersebut, g -

. Hak Tanggungan tidak dapat dipisab-pisahkan (Onspl iisbaarhéid} 7

Terhadap pembebanan Hak Tanggungan atas lebil dari sate bidang tanah yang
dibuat dalam suatu Aktaz Pemberian Hak Tanggungan (APHT), maka masing-
masing bidang tanah tersebut tetap akan Izhir Sertifikat Hak Tanggungan vang
berdiri sendiri. Dalam konteks vang demikianish ketentuan Pasal 2 ayat (2)
UUHT memungkinkan dibersihkannya Hak Tanppungan atas salab setu atau
lebih bidang tanal dengan cara pencoretan pendaftaran Hak Tanggungan
tersebut dari buku tanah atss salah satu afay lebih bidang tanab yang diseral
dengan pengembalian Sertifikat Hak Tanggungan yang dibebankan atas bidang

tanal tersebut. Fadi, dalam hal ini sesungguhnya untuk tap-tap bidang tanah

Linjvessitas indonesls

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



28

yang dibebankan dengan hak tanggungan, yang dibuktikan dengan Sertifikat
Hak Tanggungan, berlakulah asas onsplitshaarheid. Jika kredit dilunasi secama
angsuran, Hak Tanggungan yang bersangkutan tetsp membebani setiap objek
untuk sisa hutang yang belum dilunasi.®

. Hak Tanggungan berjenjang {ada prioritas yang satu atau yang lainnya)
Penentuan peringkat Hak Tanggungan hanya dapat ditentukan berdasarkan
pada sast pendaftarannya. Dalam hal pendaftaran diiskukan pada saat yang
bersamaan, barulah  peringkat Hak Tanggungan tersebut  ditentukan

berdasarkan pada saaf pembuatan Akts Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

. Hak Tanggungan harus diumumkan (Asas Publisitas)

Agar adanya Hak Tanggungan tersebut, siapa kreditur pemegangmya, pitutang
yang manba dan beberspa jumlahnya yang dijamin serta benda-benda yang
mana vang dijadikan jaminan, dengan mudah dapat diketahui oleh pihak-pihak
yang berkepentingan, wajib dipenuhi Pendaftaran Pemberian Hak Tanggungan
yang merupakan pemenuhan syarat publisitas, sebagaimana diisyaratkan dalam
hukum kebendaan.? Dari ketentuan Pasal 13 UUHT secara togas telah temyata
bahwa saat pendaftarsn pembebsnaa Hak Tanggungae adalah sustu saat
lahimya Hak Tanggungan tersebut. Sebelum pendaftaran dilakukan, maka Hak
Tanggungan tidak permah ada; Hak Tangeongan lahir dengan dilaksanakannya
pendaftarsn pomberian Hak Tanggungan. . " T R
. Hak Tangungan mengikutl berdanyz (droit de suite} - -~ '
Tiengan droit de suile ini, seorang pemegang hak kehendaan dilindungt Ko
tangan siapapun kebendazan yang dimiliki dengan hak ksbendaan tersebut
beralih, pemilik dengan hak kebendasn fersebul berhak untuk menuntatnya
kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti rugi .

i. Hak Tanggungan bersifat mendahulu {droit de preference)

Hek Tanggungan diberikan sebagai jaminan pelunasan hutang, yang bersifat

mendahuly, dengan cara menjual sendiri bidang tanah yang dijaminkan dengan

Marsone, ap. oft, hal. 420
Hibid., hal. 422.
Fnaliadi dan Gunawan Widjaja, op. oiz., bal. 171,

Unlversifas indoneasla

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



PAY

Hak Tanggungan terscbutl, dan sclagjuinyz memperoleh pelunasannya dari
hastl pergualan tersebut hingpa sejumlah nilal Hak Tanggungan alan ndlat
pintang kreditur, mana vang lebih rendah. Kedudukan diutamekan dengan
pemberian hak mendahuly tersebut sudah barang tentu Hidak mengurangt
preferensi pivtang-pistang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang
berlaku,
J- Hak Tenggungan terbatas sebagai Yura in Re Alinea {yvang terbatas)

Kreditur atau pemegang Hak Tanggungan tidak dapat ataw diperkenankan
untek memiliki objek Hak Tanggungan, olch karene jike hal fewsebut
diperbolehkan, maka fungsi Hak Tangpungan ‘sebagal jaminan ksbendaan
menjadi tidak ada lagt. Dakem hal ini, debitur atan pemberi Hak Tanggungan
akan dirngikan.”

I1.1.5. Subjek Hak Tanggungan

Subjek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal § sampai Pasal 9 UUHT
yang menentukan babwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam pembebanan
Hak Tanggangan adalah pemberi Hak Tanggungan dan Pemegang Hak
Tanggungan. Pemberi Hok Tanggungan dapat perorangan atau badan hukum,
yang mempinyal kewenangan untuk melakukan perbniatan bukum terhadap objek
Hak Tanggungan. Menurut J. Satrio, Pemben Hak Tangeungdn adalah pemilik
persil, yang denpan sepakatnys dibebant dengan Hak Tanggongan samapai
sejumiah vang tertentn, untek menjamin suatu perikatan bzziang.zs Jadi yang bias
memberikan Hak tanggungan adalah pemilik hak atas tanah yang dijaminksn.®

*Harsona, oy, oit., hal 419.

adutiadi dan Guaswan Widiala, op. oif, hal 180,

31, Saseia, Hukumt Jaminas, Hak Joninan Kebendean, Hak Tanggungan (Beodung:
P Citez Adiftya Baktd, Z002), hal. 245,

2éga] ini didaserkon atas 3505 umum yaog mongatakan, bahws tindakan membebsni
sdalah tindakan mernberikan suatu kek terbatas terentu dus? keseluruhan kompleks bak-hak vang
dipunyai oleh scorang pemilik dan karenanys yang dapal memberikan i adalah pemilik sendiri.
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Umuminya pemberi Hak Tanggungan edalah debitur sendin, tetapi
dimungkinkan jugs pihak lsin, jika benda vang dijadikan jaminan lebih dan satu,
masing-masing Kepunyvaan debitur dan pihak lain, Afau debitur bersama pihak
fain, jika benda yang dijadikan jaminan milik bersama. Juga mungkin bangunan

milik suaty Perseroan Terbatas, sedang tanah milik direkturnya.

Dialam Pasal 8 ayat (2) UUHT dan juga Penjelasannya, ditentukan
bahwa kewenangan Pernberi Hak Tanggungan u frus ada dan terbukib benar
pada sast pendafisran  Hak Tanggungan dilakekan. Tetapi sebematnya
kewenangan ite juga hams ada pada waktu diberikan Hak Tanggungan dengan
dibuamya APHT oleh PPAT, biarpun lidak selalu wajib dibuktikan dengan
sertipikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan, kaisu tansh yang bersangkutan
memang belum didafiar, kewenangan pemberi Hak Tanggungan dapar dibuktikan
dengan alat-alat bukti lain. Misalnya surat kelerangan waris atau akta pemindahan
%za}(, vang dapat memmberi keyakinan kepada PPAT vang membnat APHT tersebut,
bahwa Pemberi Hak Tanggungen memang mempunyal Kewenangan untuk
melakukan perbuatan hukem yang bersangkutan.’

Orang yang mempunyai kewenangan membebani herta mibiknya
dengan Hak Tanggungan sdalah orang yang cakap uniuk membuat perjanjian
yaitu orang vang telah berumur 21 tahun atas telah pernah menikah sebelum 21
tshun®. Kewenangan sescorang untuk menjaminkan banyalah sebatas oleh i
pemihk dan dalam melaksanakan kewengan untuk menjaminkan, barpg ditkuti
dan dipenehi semua syarat-syarai yeng ditentuksn oleh  uondang-undang

sehubungan dengan adanya kewsnangan tersebut.”

Pemepang Hak Tanggungan terdiri dari perorangan atau badan hukum,
yang berkedudukan sebagai pthak berpiuteng. Biasanya dalam praktek pemberi

THarsons, op. cis, hal. 431,

Hpengertian cakap disini bergasarian Pedoman Pengisian Formulir Ak Jual Beli
yang sesuai dengan Pasal 330 K4IH Pardaiz dan 8. 1231-54,

¥Satrio, op. cit., hal. 253.255.
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Hak Tanggungan disebut dengan debitur, yaifu orang yang meminjam uang di
lembaga perbankan, sedangkan penerima Hak Tanggungan disebut dengan istilah
kreditur, yaitu orang atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak
berpiutang.

Syarat-syarat sebagai pemberi Hak Tanggungan dan pemegang Hak
Tanggungan adalah sebagai berikut
1. Pemberi Hak Tanggungan.
a Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal sebagai pemilik
HM, HOU, HGB dan Hak Pakai atas tanah Negara;
b. Warga Negara Asing, baik yang berdomisili dan menjadi penduduk di
Indonesia sebagai pemegang Hak Pakai atas tanah Negara;
¢. Badan Hukum Indonesia sebagai penggima HGU, HGB dan Hak Pakal slas
tanah: Negars;
d. Badan Hukum Asing, baik yang mempunyal kantor perwakilan di Indonesia
sehagai pemicgang Hak Pakai atas tanah Negan. '
2. Pemepang Hak Tanggungan
a. Warga Negara Indonesia;
b. Warga Negara Asing, baik yang berdomisili di Indonesia maupnn vang
berdomisilt di manganegara;
¢. Badon Hubum Indonesial
d. Badan Hukum Asing, baik yang mempunyai kantor perwakilan di

Indonesia manpun yang berkantor pusat di mancanegara.’®

11.1.6, Objek Hak Taogpungan

Pada dasarnva tidak setiap hak atas tanah dapat dijsdiken yaminan
utang, tetapt hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhy syarat-
syarat sebagai berikut:
1. Dapat diniiai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa nang,

O asbullal, o ¢ir. hal, 154,
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Termasuk hak yang didaftar dalam daflar umum, karena hans memenuhi
syarat pubilisitas;

Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur cidera janji
benda dijadikan jaminan vtang akan dijual di muka smum; dan

Memerlukan penunjukan dengan undang-undang.®’

Objek Hak Tangpungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 jo. Pasal

27 UUHT dan Penjclassan Umum angka 5 adalah hak atas tanah dengan statas
sebagai berikat:

#.

Yang ditunjuk oleh UUPA sesuai dengan Pasal 15 ayat (1)a, b, ¢ sebagaimana
vang dimaksud datam Pasal 4 ayat {13 UUPA (Pasal 4 ayat (1) UUHT) yaitu:

1} Hak Milik;

2) Hak Gung Usaha,

1} Hak Guna Bangunan.

. Yang ditunjukan oleh UURS, yaitu

1} Rumah Susun yang berdiri di atas tanah HM,HGE dan Hak Pakai atas
Tanah Negara.

2} Hak Milik Atas Satwan Remah Susun yang bangunanya berdiri di atss tanah
HM, HGB dan Hak Pakai Atas Taoah Negara.

. Yang ditunjuk oleh UTTHT, yaitw:

1) Hak Pakai Atas Tanah Negara yang menurat ketentuan yang berlaku wajib
didafiar dan menvrut sifatnya dapat dipindahiansankan, -
Hak Pakai yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Pakai yang
diberikan kepada orang-perseorangan dan badan-badan hokuwn selama
jangka wakiu tertentu dan selama tanahnya digunakan ustuk kepentingan
terteniu misainya utnuk keperluan pribads atau usaha.

2} Hak Pakai atas tangh Hak Milik
Hak Pakai atas tanah Hak Milik baru dapat dibebami Hak Tangpungan
apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menampung

perkembangan wakiu yang akan datang, dibuka kemungkinan dikemudian

YHarsono, ap. ¢ir., hal, 425,
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hari Hak Pakai atah Tanah HM dapat juga dijadikan jaminan hutang dengan
dibebani Hak Tanggungan jika tplah memenuhi syaral-syaral vang
ditentukan.”

¥L1.7. Proses Pembebanan Hak Tanggungan
¥, Surat Kuasas Membebankan Hak Tanggungsn (SKMHT)

Pada dasarmnya pemberian Hak Tanggungan wajib dibaadin dan
dilakykan sendin olch pernberi Hak Tanggungan sebagai pihak yang berwenang
melakukan perbuatan hukum membebankan Hak Tanggungan afas objek yang
dijadikan jaminan. Hanya apsbila benar-benar diperlukan dan berhalangan,
kehadirannya untuk membertkan Hak Tanggungan dan menandatangaet Akta
Pemberian Hak Tanggungsn-nya dapat dikuasakan kepada kreditur denpgan
menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tangeongan {(SKMHT).

Prosedur pembebanan Hak Tanggungan yeng menggunaken Surai
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) disajikan berikut ini:
a. Wajib dibuatkan dengan a2kia Notaris gtau akia PPAT dan memenuhi
persyaratan sebagal berikut:
1) Tidak memuat kuasa untek melakukan perbuatan hukum lain daripada
... membebankan Hak Tanggungan; '
21 Tidak memuat keasa substitusi,
Sehubungan dengan kuasa substitusi tersebut, tidak ‘dlanggap sebagai kuasa
subsitusi adalah pembert kewengan dalam rangka penugasan yang bersifat
pezwékiiazz, misalnva Direksi Bank menugaskan kapala cabang atau pihak
lain dalam rangka pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada bank™;
3} Mesncantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumiah utang dan nama
serta identitas kreditomnya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan

paraberi Hak Tanggungsn. Jomlsh ulang vang dijamin dapat berupa wtang

bid,, hat. 426,
st WS, op. oit, hsl. 192,
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yang telah ada atau yang telab dipeganpikan dengan jumlah terientuv atay
jumiah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggongau dapat
ditentukan berdasarkan perjaniian yang menjadi dasar timbulnya hubungan
hutang-ptalang,

b. Tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apa pun
kecuali kuasa fersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka
wakiunya.

e. SKMHT mengenai hak atas tanah yang sudah terdafiar wajib ditkuti dengan
pembuatan APHT selambat-lambatnys 1{satu) bulan sesudah diberikan.

d. SKMHT mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar waiib diikuti dengan
pembuatan APHT selambat-lambatnya 3{tiga) bulan sesudah diberikan.
Prosedur pada huruf © dan d tidak brlaku dalam hai SKMHT diberikan untuk
menjami:} kredit tertenty yang diletapkan dalam persturan perundang-
undangan yang berlakuy.

e. SKMHT vyang tidak dilkutt dengan pombuatan Akta Pemberian Hak
Tanggungan dalam waktn yang telah ditentukan, maka SKMHT vang
bersangkutan menjadi batal demi hukum.**

2. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT}.
Pemberian Hak Tangpungan dilakukan dalam bentuk *‘Akta Pemberian

Hai( Tanggungan (APHT}. Akta ini dibuat di muka dan di-hadapan FPAT.
Sedangkan ist APHT tersebut, dibedakan monjadi 2 (dua) macam vaitu, yang
sifataya wajib dan fakultatif. Yang dimaksud dengan ist yang sifainya wyjib
adalah bahws didalam aktz itu harus memuat substarisi yang harus ada di dalam
APHT. Hal-hal yang wajil dimuat dalam APHT meliputi:

a. Nama dan uientitas pemegang dar pembert Hak Tanggungan;

b. Domisili pihak-pihak scbagimana dimaksed pada huruf a, dan apabila di

antara merka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus puia

*prosedur ini berdasarkan ketentua Pass! 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1596
tentang Hak Tanggengan Atas Tanah Boserta Benda-Henda yang Borkaitan Dengan Tanah.
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dicanturnkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal denusil
pilihan it tidek dicantumkan, kantor PPAT lempat pembuatan Akta
Pembserian Hak Tangpungan dianggap sebagai domisili yang dipilih;

¢. Penurnjukan secara jelas wlang atau utang-utang vang difamin, schagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal iGavat (i}

d. Niiai tanggungan;

e. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan’

Tidak dicantumkannya secara lengakp halhal terssbut dalam APHT
mengakibatkan akta yang bersangkufan batal demi hukum.

Isi APHT yang sifatnya fakultatif adalah babwa isi yang dicantumkan
dalam akita itw tidak diwajibkan atau bersifat pilihan dan tidsk mempunyal
pengaruh  terhadap sahnya  akta. Pihak-pihak  bebas menentukan  untuk
menychulkan atau tidak meyebutkan janji4anit itu di dalam APHT. Dengan

dimuatnya janii-janji tersebut dalam APHT yang kemudian didaftar pada Kantor

Pertanahan, jamji-janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap
pihak ketiga, Janji-janji yang dapat dicantumkan dslam APHT antara lain:

a. Janji yang membatast kewenangan pemben Hak Tanggungan untuk
menyewakan obyek Hak Tanggungan danfafau menentukan atav mengubsh
jangka waktu sewa dan/atay menerima wang sews di muka, kécuali dengan
persetujuan tertulig lebih dehulu dari pemegeng Hak Tanggungan;

b. Janji vang membatasi kewenasgan Pemberl Hak Tanggungsn unfuk
mengubah bentuk atau tata susunan obyek Hak Tanggungan, kecuali dengan
persetujuan tertulis Jebih dahuly dari pemepgang Hak Tanggungan;

¢. Janjl yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
antuk mengelola obyek Hak Tanggungan berdasarkan penetapsn ketua
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek Hak
Tanggunitan apabila debitor sungguh-sungpuh cidera janii;

ndonesia {a), op. cir,, ps. 11 ayat {I}.
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d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan
untuk menyelamatkan obyek Hak Tangggungan, jika hal itv diperlukan
untuk pelaksanaan cksekusi atau vnuk mencegah menjasi bapusnya atan
dibatalkannya hak yang menjadi obyek Hak Tanggungan karena tidak
dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang;

e. Janil bahwa pemegang Hak Tanggungan perfama mempunyatl hak stk
menjual alas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debltor
cidera janji;

£ Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa obyek
Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan;

g- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas
obyek Hak Tengpungs tanps persetujuan tertulis iebth dahulu dan
pemegang Hak Tanggungan;

h. Janii bahwa pemegang Hak Tanggungan akam mempercleh selursh atau
sebagian dari ganti rpgi yang diterima pemberi Hak Tanppunpan untuk
pelunassan piutangnya apabila obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya
oleh pemberi Hak Tanggungan afau dicabut haknya untuk kepentingan
i,

i. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungen akan memperoleh sclurub ateu
sehagisn dari uang asuransi yang diterima panberd Hak Tanggungan untuk

) peiumsazi;aiz‘iiazzgnya,jika obyek Hak Tanggungan diasuransikan;

j. danji bahwa pemberi Bak Tanggungan akan mengosongkan obyek Hak
Tangpungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan;

k. Janji yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (417

Janjt yang tidek diperkenakan dicantumkan dalam APHT adalah janj
yvang moemberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan uwniuk
memiliki objek Hak Tangpungan apabila debitur cidera janji. Janji semacam ini

batal demi hukum, artinys bahwa dan semula perjanjian ilu dianggap tidak ada.

ibid, ps. 11 ayet (2
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3. Pendaflaran Hak Tanggungan
Pendaftaran Hak Tanggugan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasai

14 UUHT. APHT vang dibuat oleh PPAT wajib didaftackan. Secara sistematis

tata cara pendaftavan dikemukan berikut ini;

a. Pendaftaran dilakukan di kantor Pertanahan;

b. PPAT dalam wakie 7 hari setslah ditandatangani pemberian Hak Tanggungan
wajib mengirimkan akfa pendaftaran Hak Tanggungan dan warkah lainnya
kepada Kantor Pertanahan serta berkas yang diperiukan. Berkas itu meliputi:

1} Surat pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua} dan memuat daftar
jenis surat-surat yang disampatkar;

2) Surat permohonan  pendaflaran Hak Tanggungan dari penenma Hak
Tanggungan;

3) Fotocopy sural identitas pemberi dan pamegang Hak Tanggungan;

4) Sertipikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susen yang
menjadi abyek Hak Tanggungan,

3) Lembar kedua APHT;

6} Salinan APHT vang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkufan untuk
disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanshan untuk pambuatan
sertipikat Hak Tanggungan,

7} Bukti pelunasan biaya pendaftaran Hak Tanggungan.”’

¢. Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya
dalam buky tanzh hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan seria
menyalin catatun tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;

d, Tanggal buku tansh Hak Tanggungan adalah tanggs] hari ketujuh setelah
penerimaan secara lengkap sumi»szzrai yang diperlukan bagt pendaftarannys.
Jika hari ketujuh ity jatuh pada hari libur, buku tanah yang bersengkutan diben
tanggal hari Xerja berikutnya,

HSalie HS, gp. cit., hal. 180,
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Tangpal penerimaan secara fengkap suratsurat yang diperiukan bag

pendaflaran Hak Tenggungan adalah jika objek Hak Tanggungan berupa:

a. Hak Milik Atas Satuan Rumsh Susun dan hak-hak stas tansh yang sudah
didaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan: tanpgal penerimaan berkasnya
PPAT, yang dinyatakan padsa lembar kedua surat pengantar PPAT yang
memuat tandatangan Petugas Kantor Pertanahan dan disampaikarn kembali
kepada PPAT yang bersangkutarn;

b Hak Milik Atas Satuen Rumah Busun dan hak-hak atas tanah yang sudah
didafiar atas tapah yang sudah didaflar tetapi belum dicatet atas nsma
pembert Hak Tanggungan: fanggal pencatatan peralihan baknya pada buin
tanal dan sertipikat haknya atas nama pernbent Hak Tanggungan,

¢. Halc atas tanah yang memerlukan pemisahan atau pemecahan hak atas tanah

induk yang sudab didafiar dan pendaftaran haknya atas nama pemberi Hak

Tanggungan terlebih dahulu: tanggal selesainya pemisahan atau pemecahsn
hak tersebut dan dibuatrya buku tanah dan diterbitkan Sertipikat haknya
atas nama pemberi Hak Tanggungan;

d. Hak Milik bekas hak milik adat vang belum didaftar: tangpal dibuatnya
buku tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pemben Hak
Tanggungan.

e. Hak Tanggungan lahir pada han tanggal buku tanah Hak Tanggungan
dibuatkan;

f. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan: Serfipthat Hak
Tanggungan memuat irah-irsh dengan kata-kata “Demi keadilas Berdasarkan
Ketuhsn Yang Maha Esa”. Sertiptkal Hak Tanggunzan mempunyai kekuatan
eksekutorial  yang sama  dengan  putusan  pengadilan.  Sertipikat  Hak
Tanggungan diberikan kepada pemegang Hak ’fanggungan}s

¥rata cara pendafiaran Hak Tenggpungan int diatur bordasarkan ketemuan Pasal 13
dan Pagel 14 Uedang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungsn Atas Tanab Bosornia
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanal,
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11.1.8. Peraiiban Hak Tanggungan
Pady dasarnya Hak Taoggungan dapat dialibkan kepada pihak lainnya,

Peralihan Hak Tangpungan int diatur dalem Pasal 16 sampai dengan Pasal 17

UUUHT. Peralihan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara-cara segabal

berikut:

I. Cessie. Cessie adalah perbuatan hukum mengalibkan piutang oleh kreditur
pemegang Hak Tanggungsn kepada pihak lainnya. Cessic harus dilakukan
dengan akia otentik dan skta di bawah tangan, Secara lisan tidak sah,

2. Subrogast. Subropasi adalah penggantian kreditur oleh pihak ketiga vang
metunasi hutang debitur. Ada dua cara tejadinya subrograst, yaitu perjanjan
{kontrakiual) den undang-ondang. Subrograsi kenfraktual dilakukan despan
Cara:

2} Kreditur nenerima  pembayvaran baik uptok szhagian maupun  entuk
seluruhnya dard pihak ketiga, dan serta merta mengalibkan hak dan funtutan
yang dimilikinya terhadap orang ketiga tersebut;

b) Pihak ketigas membaniu Debitur. Debifur meminiamkan vang dari pikak
ketiga yang diperpunakan untuk membayar hutang kepada kreditur, dan
sekaligus menempatkan pikak ketiga tadi menggantikan kedudukan semula
terhadap din debitur,

Supaya subrogasi ini dianggap sab, maka harus ditkuti dengan tata cars sebagai

herkat:

a) Pimjam vang mesii ditetapkan dengan akta otentik; -

b} dalam akta otentik mesti dijelaskan ﬁesa‘rfrya jumiak pinjaman dan
diperuntukkan melunasi hulang debitur; dan

c} tanda pelunasan berisi pemyatasn, bahwa pang pémbayaran hutang yang
diserahkan kepada kreditur, adalah uang yang berasal daxi pihsk ketiga
Sedangkan  subrogast karena  undang-undang  tegjadi  kamgna  adanyy
pembayaran yang dilakukan pihak ketiga untuk kepentingan sendiri, scorang
kreditur melunast hutang kepada kreditur lain yeng sifatnya hutangnya
mendahulul. Akibatnya adanya subrogasi adaigh beraithnya hak tuntutan
dart kreditur kepada pihak ketiga.
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3. Pewarisan.

4, Sgbab-sehab lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UUHT, sebab-schab
lain yang dimaksud adalal peagambilalihan atan penggabungan perugahaan,
schingga menyebabkan beralihnya piutang perusahaan semula  kepada

perusahaan yang baru,

Peralihan Hak tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru
kepada Kamptor Pertanahan. Hal-hal yang dilakukan sish Kantor Perfanzhan
berkaitan dengan pendafiaman peralihan Hak Tanggungan adalal:

a. melakukan pencatatan pada buku tanah Hak Tanggungan;

b. melakukan pencatatan pada buku-buku hak atas tanah yang menjadi objek
Hak Tanggungan;

©. menyalin calatan tersenbut pada sehipikat Hak Tanggungan dan sertipikat
hak atas tangh yang bersangka%an,m

Pendaftaran peralihan Hak Tanggungan tersebut dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanaban atas permobonan pemegang Hak Tanpgungan vang bary,
digertat; )
1. Sertipikat Hak Tanggungan;
2. Surat tanda bukti beralibnya piulang vang dijamin dengan Hak Tanggungan
berupa: ‘
a. Alkta Cessie atay akia olentik yaog menyatakan adanya cessie iorsebut;
h. Akts subrogasi atan skta otentik yang menyatakan adanya subrogasi
forsebuf;
¢ Bukti pewarisan;
d. Bukti penggabungan/peleburan PT atza kKoperast.
3. Identitas pemohon dan atan surat kuasa tertulis apabila permochanan

pendaftaran tersebut digjukan oleh pihak lain;

PZalim HS, op. cir, hal, 185,
PR erentuan ini hordssarkan Pasal 16 ayat {3} Undang-Undung Nomor 4 Tabun 1996
tenlang Hak Tanggungan Adas Tangh Beserta Benda-Renda Yang Berkaitan Dengan Toanah,
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4. Apabila sertipikat hak atas tanaly atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Suson
yang dibebani Hak Tangsungan disimpan oleh pemegang Hak Tanggungan,
sertipikat tersebut juga dilampirkan pada permohonan pendaftaran yang

diajukan.®’

Tangga) serlipikat pada buku tanah adaiah hari ketujuh setelah diterimanya secara
lengakap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaran  berslihinya Hzk
Tanggungan dan jika pada hari ketujuh itu jatuh pada hag libur, catatan itu diberd
bertangpal hav kerja berikutnya, Sedangkan momenturn berlakunya peralihan Hak
Tanggungan bagt pthak ketiga, yaitu pads hari tanggal pencatatan pada buky
tanzh oleh Kantor Pertasahan,

11.1.9. Hapusnya Hak Tanggungan

Hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal
19 UUHT, Yang dimaksud dengan hapusnya Hak Tanggungan adalzh tidak
berlakunya lagt Hak Tanggungan. Ada empat sebab hapusnys Hak Tanggungan,
yaifu:

1. Hapusnya wtang yang dtiamin dengan  Hak Tanggungan, schagai
konsckuenst sifat accessoir Hak Tanggungan;

2. Dilepaskan Hak Taogpungan oleh kreditur pemepang Hak Tanggungan,
yang dinyataksn dengan akta, yang dibedkan kepada Pamberi Hak
Tanggungan; -

3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penctapan peringkat oleh ketna
Pengadilan Negert atas permohonan pembeli objek Hak ’Z‘anggzz;ngan, jika
hasit penjualan objek Hak Tanggungan tidak cukup untuk melunasi utang
debitur. Ika ftidak diadaken pémbcrsibaﬁ; Hak Tanggungan yang
bersangkutan akan tetap membebani objek yang dibeli;

4. Hapusnya hak ates fanal yang dibebani Hak Tanggungan, Hapusnya Hak
Tanggunpgan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani tidak

FHarsono, op. rir, hal. 452
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menyebabkan hapusnya piutang yang dijamin. Piutang kreditur masing tetap
ada, tefapi bukan lagi piutang veng dijamin secara khusus berdasarkan
kedudukan istimews kreditur. Dalam hal hak atas tansh vang dibebari
berakhir jangka waktunya dan kemudian diperpanjang, Hak Tanggungan
yang bersangkutan tidak menjadi hapus, karena hak atas fanah yang
dibebani tetap berlangsung selama jangka waktu perpanjangan. Beda halnya
jika hak atas tanah yang bersangkutan diperbabarui, karena hak atas tanah
yang semula memang hapus. Kalau objeknya semula tetap akan dijadikan

jaminan harus dilakukan pembebanan Hak Tanggongan baru,?

Sudikno Mertokusumo mengemukakan enam cara berakhimys atau

hapusnya Hak Tanggungan, yaitu:

1.

Dilunasinya hutang atau dipenuhinya prestasi secara sukarela oleh debitur.

Disini tidak terjadi cidera janji atau sengketa.

. Debityr tidak memenutn hutang tepat wakiu, yeang berakibat dehitur zkan

ditegur oleh kerditur untuk memenuhi prestasinya. Teguran ini tidak jarang
disambut dengan dipenuhinya prestasi oleh debitur dengan sukarch, schingge
dengan demikian utang debitur lunas dan perjanjian wtang piutang berakhir,

. Debitur gidera jenii. Dengan adanya cidera janji tersebut, maks kreditur dapat

mengadakan parate excoutie dengan menjual lelang barang yang dijaminkan

tanpa melibatikan pengadilan. Utang dilunasi dani hasil penjuslan lelang

" tersebut berakhir,
. Debitur ciders janji, meks kerditur dapat mengajukan setipikat Hak

Tanggungan ke pengadilan untuk di eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR yang
diikuti pelelangan umom. Dengan dilunasi wang dari hast] penjualan lclang,

maka perjaniian ulang piulang berakhir, I sini tidak teadi gugatan.

. Debitor cidera janji dan tetap tidak mau memenuhi presiasi maka debitur

digugat oleh kreditur, yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan yang
memenangkan kreditur {kalau ferbukti). Pufusan tersebut dapat dicksckusi

secara sukarcla seperti vang ferjadi pada cara yang kedua dengan dipenuhi

2hid., hol. 453,
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prestasi oleh debitur tanpa pelelangan wmum dan dengan demikian peganjian
utang piutang berakhir.

6. Debitur tidak mau melaksanakan putusan pengadilan vang mengalabkannya
dan menghukum melunasi ufangnya maka pulusan pengadilan dieksekusi
secara paksa denpan pelelangan umum yang hasilnya digunakan untuk
melupasi hutang  debitur dan mengakibatkan perianjian utang piutang

berakhir. ¥

Walaupun hak atas tanah itu hapus, narmun pember Hak Tanggungan
tetap berkewajiban untuk membayar butangnya. Hapusnya Hak Tanggungan vang
dilepas oleh pemepang Hak Tanggugan dilakukan dengan pemberian pemyataan

tertulis mengenai dilepaskan Hak Tanpgungan tersebut oleh pemepang Hak

Tangpunpan kepada pembers Hak Tanggungen. Hapusnya Hak Tanggungan
karena pembersthan Hak Tangpungan berdasarkan penetzpan peringkat oleh
Ketua Pengadilan Negeri teriadinya karena permohan pembeli hak atas tanah yang
dibenani Hak Tanggugan tersebut apak hak atss tanah yang dibelinyz itu
dibersihlcan dan beban Hak Tanggungan,

IL1.10. Roya/ Pencoreian Hak Tanggungan

Royé a“dalah“pe:ncnretan Hak Tangpungan pada buku hak atas tanah dan
sertipikatnya. Apabila Hak Tanggungan hapus, maka Kantor Pertanahan
melakukan rova {(pencoretan) catatan Hak Tangpungan pada buku tansh hak atas
tanah dan sertipikatoya,

Pencatatan Bapusnys Hak Tanggungan dilakukan oleh Kepaia Kantor
Pertanahan denpan mencoret calatan adanya Hak Tanggungan pada buku tanah
dan scrtipikal oblek yang dilakukan jaminan, dalam waktu tujuh hard kera

terhitung sejak diterimanya permohonan roya dari pihak vang berkepentingan.

“iSalim HS, ap. cit., hal. 187,
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Pendaflaran hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan oleh hapusnya
utang dilakukan berdasarkan: pernyataan dari kreditur bahwa utang yang dijamin
sudah bapus atau sudab dibayar lunas, yang ditvangkan dalam akta otentik atau
dalam surat pernyataan di bawah tangan; atas tanda bukti pembayaran pelunasan
utang vang dikelparkan oleh orang yang berwenang menerima pembayaran
tersebut; atau kutipan risalah lelang objek Hak Tanggungan, disertai pemyataan
kreditur, bahwa pihaknya melepaskan Hsk Tanggungan untuk jumlah yang
melebitd hasil lelang, yang dituangkan dalam surat pernyataan di bawah tangan.

Mengenai Hak Tanggungan yang hapus karena dilepaskan oleh kreditor
pemegang, pendafiaran hapusnya dilakekan berdasarkan pemayataan kreditur
pemegang Hak Tanggungan vang bersangkutan, bahwa pihaknya telah
melepaskan Hak Tangeungan ifu atas seluruh atau sebapian fertentu objek Hak
Tanggungan, yang dituangkan dalam akiz ofentik atan surat pernyataan di bawah
tangan.

Pendaftarar: hapusnys Hak Tanggungan karena pembersihan melalui
penetapan peringkat Ketua Pengadilan Negeri, dilakukan berdasarkan pensiapan
Ketua Pengudilan Negerd yang bersanghkutan, yang menyatzkan hapusnysd Hak

Tanggungan tersebut.

Pendaftaran hapusnys Hak Tanggungan yang disebabkan karena hal-hal
yang disehut di atas dilakukan berdasarkun kerena hal-hal yang disebut ¢li atas
dilakukakan permohan kerditur pemepang Hak Tangeunpan, pemberi Hak
Tanggungan atau pemegang hak yang bersangkutan, dengan melempirkan
sertifikat Bak yang meajadi objek Hak Tanggungan dan akta atau sorat yang
disebut di  ztas, yang dijadikan dasar hapusnya Hak Tanggungan yang

bersangkutan.

Dalam hal Hak Tangpungan hapus karena hak yang dibebani hapus,
pendaflaran hapusnya dilakukan berdasarkan: catatan di Kantor Pertanahan,
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bahws hak yang bersangkutan telah hapus karena habis jangka waktunys; atau
keputusan Pejabat yang berwenang mengenai pembatalan stau pencabuatn hak
vang bersanpkutan; atau pelepasan hak yang bersangkutan oleh pemegang haknya
yang disetujui oleh pemegang Hak Tanggungan.*

Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan ini dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Karena jabatenya. Selain dicatat pada buku tanah dan sertipikat
hak yang dibcbant serta pada buku tanah Hak Tanggungan yvang hapus, sertipikat
Hak Tanggungan vang sedah hepus ifu ditarik dan diberl catatan, bahwa Hak
Tanggungan yang dibuktikannya sudah hapus dan kargnanya sertipikat tersebut
tidak berlake lagi. Dalam hal sertipikatnya tidak dapat ditacik, hal ite dicatat pada
buku tanahnys.

[ =4

IL1.11. Eksekusi Hak Tangguugan

Eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal

21 UUHT. Latar belakang lahimya eksekusi ini sdalah disebabkan pemberi Hak

Tanggungan atau debitur idak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya,

walaupun yang bersangkuten telah diberikan somesi 3 kali berturut-turut oleh

kreditisr. Dalarn Pagal 20 UUHT diatur tentang tata cara eksekusi Hak Tanggunga.

Eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 3 cera, yaitu

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama uniuk menjual Hak Tanggungan aias
kekuasan sendiri melalul pelelanpan umurn sehagaimana yang dimaksud dalam
Pazal 6. Hak untuk mergual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
merupakan saleh satu perwujudan dan kedudukan diutemakan yang dipunvai
oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama
dalam hal terdapat lebih dad sate pemegang Hak Tanggungan, Hak tersebet
didssarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan, bahwa
apabila debiur cider janji, pemegang Hak Tanggungan berhak univk menjual

objek Hak Tanggungan melalni pelelangan umum tenpa memeriukan

**Harsena, op. cit., hal. 456,
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persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu dari krediturs
kreditur yang laim. Sisa hesil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak

Tanggungan,

. Bksekust  atas Titel Ehksekutorial yang terdapat pada  Seriifikat Hak
Tanggungan, sehagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat {2) UUHT.
Irah-irah vang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungen dimaksudkan
untuk menepaskan adanys kekuatan cksekutorial pada Serdifikal Hak
Tangpongan, schingga apabila debitur cidera fanil, siap unituk dicksekusi
seperti halaye suatu pulusan Pengadilan yanpg ielah memperolch kekustan
hukom tetap, melalol ata cara dan dengan menggunakan lembaga Parale
Execatie sesusi dengan Hukum Acara Perdata; atau

. Eksckusi dibawah tanpan. Fksekusi dibawah tangan adelab penjualan objek
Hak Tanggungan yang dilakukan oleh pemberi Hak Tanggungan, berdasarkan
kesepakatan dengan pemegang Hak Tanggungan, jika dengan cara imi akan
diperoleh harga yang tertinggl. Penjualan objek Hak Tanggungan dibawah
tangan artinya penjualan yang tidak melalui pelelangan vmum, namun
penjualan terscbut fetap wajib dilakukan menurut ketentuan PP 24/ 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Yaitu dilakukan dibadapan PPAT yang membuat
aktanya dan difkuti pendaftarannya di Kantor Pertanahan.” .

¥1.2. Pembahasan Bumusan Masalah

¥1.2.1. Aspek Hukum Pemblokiran Objek Hak Tanggungan

Secara teori Objek vang sudah dibebani oleh Hak Tanggungan sudah

bersth darl sengketa atau gugatan dari pihak lain, mengingat proses untuk
menerbitken Sertifikat Hak Tengpungan Pejabat Pembuat Akta Tamah (PPAT)

“*Salim HS., ap. oif,, hal 190,
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teriebih dahulu wajib untuk mengecek kebersihan Serfifikat suatu Objek Hak Afas
Tanah, Jadi suam obiek Hak Atag Tanah tersebut tidak akan dapat dihebani oleh
Hak Tanggungan apabila Objek Hak Atas Tanah terscbut bermasalah atau
terdapat gugatan dard pihak iain, Hal ini discbabkan karena Hak Tanggungan
diberikan kepada Kreditur guna melindungi dsn menjamin atas Hutang yang
diberikannya kepada Debitur apabila Debitur ingkar janji (wunprestasi) atas
pombayaran hutengnya kepada Kreditur, Hal tersebut dapat kita hhast dan
Sertifikat Hak Tanggungan yang berisi irah-irsh “Demi Keadiian Berdasarkan
Ketahanan Yang Maha Esa® dimana dengan adanys irah-irah tersebut dalam
Sertifikat Hak Tanggungan berarti Kreditur dapat mengeksckusi Objek Hak
Tanggungan tersebut atas kekuasaannya sendin tanpa perfu mefalui suats Patusan
Pengadilan, schab jrabeirah terscbut (Tite! Eksekutorial) mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan Putusapn Pengadilan, Namun, dalam prakieknya bisa
terjadi masalah ditengsh perjalanan sctelah ferbit Sertifikat Hek Tanggunpan
sepertl confoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, Dalam kasus tersebut salah
saty objek Hak Tanggunpan vang berada &i kios ITC Roxy Mas tmbul kendala
pada sast objek tersebut skan dibebani Hak Tangpungan Peringkat ketiga, yang
ternyata Objek Hak Tanggungan tersebut diblokir oleh Kantor Pertanahan
sctempat atags permohonan dari pihak faim, Hal ini terasa anch mengingat
pembebanan Hak Tanggungan peringkat pertama dan kedua lancar-lancar saja dan
tidak ada kendala apapun. Setelah ditelusuri temyate Obiek Hak Tangpungan
yang diblokir tersebut menjadi salah satu objek yang dijadikan objek gugatan
pengadilan, Dengan adanya pemblokiran tersebiut maka Kreditus (Bank) dalam hal
it tidak dapat membebani objek yang menjadi objek jaminan tersehut dengan
Hak Tanggungan peringkat ketiga sesuai kebutuban untuk mermjamin hatang
debitur kepada krediter. Denpgan adanyn pemblokirsn terbadap Objek Hzk
Taggungan tersebut kerugian yang dialani oleh kreditur yatta bukan hanya fidak
dapat membebani objek tersebut dengan Hak Tangpungan, tetapi jugs tidak
mempunyal perlindungan hukum atas piutangnya apabila debitur inglkar janji
{wanprestasi) karena objek yang sudah dibebani Hak Tanggungan sampai

peringhkat kedua tersebut telah diblokir oleh pihak lain dalam kasns ini adalsh
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perhimpunan penghuni melalei Kantor Pertanahan wilayah setempat (wilayah
Jakarta Pusat). Dengan adanya pemblokiran terhadap Objek Hek Tanggungan
tersebut maka yang menjadi objek Hak Tanggungan terscbut berads dalam stats
quo, maksudnya objek Hak Tanggungan terschut tidak dapat dilakukan
pengalihan hak kepada pihak lain atau dibebani oleh Hak Tanggunpan. Stafus quo
tersehut dapat berakhir apabila pemblokiran tersebut sudab ddicabut oleh pihak
yang bersanglkutan, dalam kal ind perhimpunan penghuni atau pengadilan apabila

kasus tersebut telah mendapat putusan tetap dari pengadilan.

Bagaimana gugaten tersebut dapat ferjadi, mengingat sebelumnyz objek
Hak Tanggungan tersebut telah bersih dalam pengecekan olsh Kantor Perfanahan
dan dapat dibebani oleh Hak Tanggungan bahkan sampat peringkat kedua?
Gugatan tersebut terjadi karena yang menjadl objek Hak Tanggungan tersebut
adaiah Hak Milik Atas Satuan Remah Susun (istilah dalam kasus ini dan untuk
selanjutnya disebut dengan kios) yang beralaskan Hak Guna Bangunan dimana
Hak Guna Bangunan tersebut telzh berakhir dan hams diperpanjang oleh pemilik
Hak Atas Tanzh tersebut menjadi diperpanjang selama 20 tahun kedepan, Namus,
setelah sertifikat telah dilakuken perpanjangan atas Hak Guna Bangunan tersebut
ternyata dikeluatkannya perpanjangan ferscbut diberikan kepada bekas pemilik
Hak Guna Bangunan sehelumnya yang sehatusnya perpanjengan tersebut
dil:;g;rikgn kepada pemilik bak atas tanah yang terakhir tersebut, yaitu atas nama
perorangan. Dengan adanya hal tersebut akhirnya para pemilik kios dan termasuk
vang dibebani Hak Tanggungan yang tergabung dalam perhimpunan penghuni
mengajukan gugatan ke pengadilan atas kesalahan penerbifan nama perpanjangan
HaK @Guna Tanggungan fersebut. Dan akhirpya Pengadilan melalui Kanior
Pertanshan selempal melakukan pemblokiran atas Objek Hak Tanggungan
tersehut sampai kasus tersebut telah mendapat putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan basi] wawancara dengan Iby Darweni Sidi B, 8H, selaku

Dosen Pengajar PPAT dari sudut pandang akademisi, belisu berpendapat bahwa
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berdasarkan peraturan yang berlaku pemilokiran atas Obiek Hak Atas Tansh vang
sudah dibebani Hak Tanggunpan {Objek Hak Tangpungan) seharusnya karena
alasan apapun juga tidak boleh diblokir oleh siapapun, Karera sebelum
membebani suaty objek Hak Atas Tansh dengan Hak Tanggungan PPAT wajib
memeriksa aizy melakukan pengecekan tentang kebersihan Objek Hak Atas
Tanah tersebut, jadi apabifa snam: Objek Jaminan Hak Tangsungan sudah keloar
Sertifikat Hak Tanggungan beratti Objek tersebut dalam keadaan bersth dari
sengketa apapun dan dapat dijadikan sebagai jaminan pembayaran hutang debitur
kepada kreditur apabila debitur wanprestast, karena kreditur dapat mengeksekusi
objek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaannya sendini tanpa melalul Putusan
Pengadilan. Mengenai contoh kasas TTC Roxy Mas Jakaria Pusat tersebut, beliau
berpendapat bahwa penpeluaran perpanjangan sertifikat Hak Guna Bangunan
dibenikan kepada bekas pemilik PT. Duta Pertiwi adalah tidak benar dan hal i
mempakan kesaizhan dari Kantor Pertanahanr yang kurang teliti dalam pengnrusan
perpajangan sertifikat Hak Gune Bangunan (ersebut. Karena tidak mungkin suatu
Hak yang sudah dipecah meniadi milik peromngan kemudian perpaniangannva
dikembalikan lagi kepada pemilik sshelumnya.*

Sedanpgkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ishak
Djamaluddin, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakara Pusat
berpendapat bahwa pembiokiran terhadap Objek Hak Tanggunpgan {sudah keluar
Sertifikat Hak Tanggungan) tersebut sahi-sah saja dan tidak menyalahi peraturan’
perundang-undangan yang berfaku sebab menurut pendangan beliay selama dda
permintaan dari pihak yang berkepentingan baik masyarakat maupun Penpadilan
Negeri untuk dilzkekan pemblokiran terhadap suatu objek Hak Atas Tanah maka
blokir #u akan dilaksanakan selama sesuai dengan prosedur vang berlaku,
Menurut beliau, meskipun suaty objek Hak Atas Tamsh vang sudah dibebani Hak
Tanggungan  (sudah  terbit  sertifikat Hok  Tanggungan} tidsk  menutup
kemungkman akan terjad: suatn permasalahan difengah-tengah proses perkreditan,

Jadi menurut pardangan Kantor Pertanshan, selama ada permohonan blokir dard

" Wawancara dengan Ibu Darwani $idi Bakaroedin, SH. pada tangead [4 Juni 2609,
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pihak lain, maka Kantor Pertanahan akan menjembatani hal tersebut, Dalam hal
ini Kantor Pertanahan hanya bertindak sebagai media atas pemblokiran suats Hak
Atas Tanah. Sehab peran Kantor Perianahan ingin melindungi masyarakat dan
membierikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakal, supaya masyarakat tidak
dirugikan oleh pihak fain*’

Meagenal confoh kasus JTC Roxy Mas Jakariz Pusat, Kantor
Pertanahan berpandanpan bahwa perpanjangan seriifikat Hak Guna Bangunan
tersebut yang dibeckan kepada bekas pemegang hak (Persercan Terbatas “PT.
DUTA PERTIWI Tbk.”, berkedudukan di Jakaria} adslah tidak ada masalah,
karena menurut Kantor Pertanshan pemiiik dari objek tersebut tetap pererangan
vang sudah dipecah-pecah, Yang diberikan kepada PT. DUTA PERTIWI hanya
perparnjangannya saja dan tidak ada akibat hukum lain atan tidak ade kerugian
bagi pemilik obiek tersebut.

Dengan tindaken Kantor Pertanshen yang melakukan pemblokiran
terhadap Objek Hak Tangpunpgan yang sudah terbit sertifikat Hak Tanggungan
tersebut, Ihu Darwani berdasarkan pada sudut pandang akademssi dan berdasarkan
pematuran  perundang-undangss yang berlaku jelas ada pertentangan dengan
peraturan yang berluku dag jebih tinggl dimana Kantor Pertanahan mengacy pada
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah den Permeneg Agraria/ Kepala
BPN No, 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997
dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak dijelaskan
secara ekgplisit bahwa QObjek Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oieh pthak
lain melalut Kantor Pertanahan, melainkan hanya menyebutkan bahwa pthak yang
berkepentingan dapat mengajukan statuz guo terbadap Hak Atas Tanah atau Hak
Milik Afas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan. Jadi Kantor Pertanshan
dalam melakukan pembilokiran terhadap suaty Hak Afas Tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun tidak memperdulikan apakah Hak Atas Tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut sudah dibebani Hak Tanggungan

¥ Wawancara dengan Bapek Ishak Djamaludsin, SH. pada tanggal 10 Juni 2009,
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atau tidak. Padahal berdasarkan Usndang-Undang Hak Tangpunpan, seharusnya
objek yang akan dibebani Hak Tanggungan sadah bersib dari masalah apapun dan
Kantor Pertanahan tidak boleh memblokir objek Hak Tanggungan tersebut, sebab
hal ini dapat merugikan pihak lain yaitu debitur selaku pemilik objek hak
tanggungan dan kredifur selaku pemegang sertifikat Hak Tanggungan. Bagi
Debitur dengan adanya pemblokirun atas Objek Hak Tanggungan tersebut debitur
tidak dapat menggunakan objek torsebut sebagai jaminan atas kreditnya kepads
kreditur baik untuk penambahan ksedit atau untuk permaohonan kredit baru sampai
blokir atas objek Hak Tanggungan tersebut telah dicabut atau dihapus oleh Kantor
Pertanahan wilayah tempat objek tersebut berada. Sedangkan bagi kreditur,
pemblokiran afas objek Hak Tanggunpan fersebut berakibat tidak dapat
dieksekusinya objek Hak Tanggungan tersebut aias kekuasaannya sendird apabila
debitur ingkar jangi (wanprestasi) dalam pembayaran hutangnyza kepada kreditur,
Sehab suatu Objek Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
yang diblokir atau distatus quokan oleh Kantor Pertanaban sctempat afas
permohonan atau permintaan pihak lain baik perorangan maupun pengadilan tidak
boleh ada Gndakan lain atas cbjek tersebui, baik untuk pengalihak hak maupun
uniuk pembebanan Hak Tanggungan sebagai obiek jaminan suato hutang,

Berdasarkan wawancars dengan Kepala Logal salah sate bank swasza
terkemuka yang dalam kasus Roxy Mas tersebut scbagai kreditur yang 33:11;:1311
atas pivtangnya kKepada debstur diblokir oleh Kantor Pertanahan, kreditur merasa
sangat dirugikan atas pemblokiran vang sudah dilakukan oleh Kantor Pertanahan
wilayah {empat objek Hak Tangpungan tersebut mengingat objek Hak
Tanggungan tersebut sudah dijadikan jaminan atas piutangnya terhadap debing
babkan Hak Tanggungannya dibebankan sampai peringkat kedua. Pihak kreditur
bare mengetahui bahwa yang menjadi objek Hak Tanggungan tersehut felsh
diblokir oleh Kantor Pertanahan wilaysh setempat {Jakarta Pusal} pada saat
kreditur mau membebani objek Hak Tangpungan tersebut dengan peringkat ketiga
atas pepmmbahan kredit untuk debitur. Dalam masalsh ini Kantor Pertanaban

Kurang adanya kerjasama dengan kreditur selzku pemegang sertifikat Hak
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Tanggungan dengan tidak diberitahukannya masalah pemblokiran objek Hak
Tanggungan tersebut kepada pihak Kreditur sebegal pihak vang scharusnya
mengetahui status objek Hak Tanggungan tersebut, mengingat hal terssbut sangat
penting bapt Kreditur, Dengan adanya hal inl maka penambahan afeu pengajuan
kredit baru yang diberikan oleh kreditur kepada debitur Hidak dapat direalisasikan,
babkan objek Hak Tanggungan untuk pecingkat pertama dan kedua tidak dapat
dicksckusi oleh kredifur apabila debitur ingkar janji afan wanprestasi dalam
pembayaran hutangnya sampai blokir atas objek Hak Tangpungan, Untuk
mengatasi permasalahan tersebuot, upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu
dengan menunda pemberian kredit kepada debitur sampai status objek Hak
Tanggungannya bersih dari sengketa apapun, dan/ atau bahkan kreditur meminta
kepada debitur untuk mengganti objek jaminan Hak Tanggungannya dengan objek

Yaminay yang lain yang bersili dari segala permasalahan sezzgkeza.‘g

I1.2.2. Alasan Kantor Pertanahan Melakukan Pemblokiran Pada Objek Hak
Tanggungan

Yang menjadi alasan bagi Kantor Pertanshan untuk melakukan
pemblokiran terhadap objek Hak Tanggongan vaitu karepa adanva permohonan
dari pihak lain yang diajukan kepada Kontor Pertanahan dengan alasan yang bisa
dipertanggung jawabkan afau atas permohonan dani Pengadilan Negeri wilaysh
seternpat dengan objek Hak Tangungan tersebut. Menurmut Kantor Pertanahan
dalam melakukan pemblokiran obiek Hak Tanggungan, Kanior Pertanahan tidak
mengatami hambatan apapun juga, Kerena kantor Pertanahan berpendapat bahwa
Kanfor Pertanahan hanya melaksanakan tugas saja berdasarkan aturan yang
berlaku. Dalam kasus Roxy Mas Jakarta Pusat, pemblokiran objek Hak
Tavggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan dari para pemilik
Hak Milik Afas Satuan Rumah Susun (untuk selanjutnys disebut jugs dengan
kios) kepada Kantor Pertanahan karena objek Hak Tanggungen fersebut sedang

“® Wawancara dengan Kepalo Legal Bank X yong tidak ingin disebutkan namunye
dalam ponullsan Tesis ind, pade tanggal 26 Juni 2000,
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dalam sengketa di persidangan yang masalshnya diskibatkan karena Kantor
Pertanahan Jakarta Pasat salah dalam mengelvarkan perpanjangan sertifikat kios
vang beralasken Hak Guna Bangunan tersebut, dimana dalam sertifikat tersebut
tertulis “Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilavah Badan Pertanchan
Nasiongt Daernhk Khwusus fhuketa Jakarta Nomor: 028/ 15.586.2-09-01-2004,
tanggal 16 Juni 2884, Hak Guna Bangunan Ne, 2218/ Cideng, diberikan
perpanjangan jongka waktu haknye selama 2€ (duapuluh) tahun kepada bekas
pemegang  hak  (Persgraam  Terbatus “PT. DUTA PERTIWI TBR”,
berkeduduban di Jokarta), sehingga berakhir pada tanggal, 09-85-2025. A
Berdasarkan teori dan peraturau yang berlake scharusnya tidak dibenarkan bahwa
Sertifikat Induk yang sudah dipecah menjadi hak milik darni perorangan kemudian
perpanjangannya diberikan kepada bekas permlik sebelummya yaitu PT, DUTA
PERTIWI Tbk, Scharusnya yang tertulis dalam sertifikat mengenal perpanjangan
sertifikat Hak Guna Bangunan fersebut vaitu “Berdasarkan Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kotamudya Jakarta Utara tanggal 29 November 2607, atas
tanal bersama Hak Gune Bangunan No. 442/ Aucol dibevikan Perpanjangan
Hak dengan jangha waktu 28 {duapuluh) tehurn, sekingga berakhir pada
tangpal 16-7-2028 dengan uang pemusukan sebesar Rp. 787.993.060,~°°,

Prases atan Tabap-Tahap Pemblokiran Sertifikat Hak Atas Tanah

Proses pemblokiran sertifikat hak atas tansh berdasarkan pasal 126
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang kelentuan pelaksanaan Peraturan Pemsonteh Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yailw:

1) Pilak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa
suaty hak atas tanah atau Hak Milik Alas Satwan Rumah Susun akan
dijadikan obyek gugatan di Pengadilan deogan menyampatkan sahinan
surat pugatan yang bergangkutan.

1 smpiran 1.
M ampiran 2.
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2} Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalem waktu 30 {ligapuluh) han
terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minfa pencatatan
telah mencabut permintaannya sebelum wakiu tersebut berakhir,

3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) memenntahkan status quo atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun yang bersanglostan, maka perintah  tersebut dicatat
dalam buku tanah,

4} Catatan mengenai perintah status quo fersebut pada ayat (3) hapus dengan
sendirinya dalam waktu 30 (digapuluh) hari kecuali apsbils diikuti dengan
putusan silz jaminan yang salinan resmi dan berifa acara eksekusinya

disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

~ Dar romusan pasal 12¢ Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan
Peraturan Pemerintzh Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut
diatas maka dapal disimpulkan bahwa pengajuan permohonan pemblokiran
sertifikat hak atas fanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ada dva cara,
yaifu cara perfama adalah permohonan yang disjukan oleh pihak perorangan,
dimana pamohon dengan mengajukan surat permohonan pemblokinan diserta
alasan pemblokiran ferscbut. Apabila pemblokiran tersebut disctujui oleh Kantor
Pertanahan setempat maka pemblokiran stae status quo terhadap hak atas tanah
atau Hak Milik Afas Satwan Rumzh Susun tersebut berlaku sampai dengan 30
(tigapuluh) hari atau pihak vang meminta pemblokiran tersebut mencabut sendiri
permintaannya schelum waktu tersebut berakhir. Sedangkan cars vang kedva
adalah permohonan yang diminta langsung oleh Pengadilan berups sumt pedntah
pemblokimn Hak Alas Tanah ataw Hak Alas Satva Rumah Susun, Pemblokiran
yang kedua ini akan berakhir apabila sengketa dalam persidangan mengensi objek
Hak Atas Tanah atan Hak Milik Atas satuan Rumah Susun tersebul telah
mendapat putusan yang mentliki kekuatan hukum tetap.

Adspun tahap-tahap pengajvannya yaitu;
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1. Surat tertulis permohonan pemblokiran Hak Atas Tanah stau Hak Milik
Atas Sstuan Rumah Susun atau surat perintah pemblokiran dari
Pengdilan Negeri sefempat;

2, Melampitkan Foic Copy sertifikat olyjek hak yang skan dimintakan
permohonan pemnbiokiran;

3. Melanpirkan foto copy data dirf pemohon {perorangan) terdiri dari Kartu
Tanda Penduduk (K'TP) dan Karta Keluarga (KX).

4, Melampwkan surat gugatan yang bersangkutan (untek sengketa &
Pengadilan).

I1.2.3. Perlindengan Hukum Bagi Pemegang Hak Tanggungan

Berdasarkan pada teori vang berkembang dan peraturan yang berlaku,
Pemegang Hak Tangpungan merupakan kreditur yang mempunyai hak istimewa
(hak preferent) dimana dafam hal debitur ingkar janji atau - wanprestasi dalam
pemenuhan hatangagnya dan terjadi eksekusi objuk Hak Tanggungan pemenuhan
pembayaran hutangnya terbadap kreditur, maka Pemepgang Hzk Tanggungan
mendapat pembayaran vang didshulukan dari debitur, Maksudnya apabila debitur
mempunyai hutang lebih dani satu kreditur dan parg kreditumya terdapat kreditur
konkruen, maka yang didahulukan pembayasan pistangnya adalah kreditor

_pemegang objek Hak Tanggungan karena kreditur pemegang Hak Tanggungan ©

moerupakan kreditur preferent. Namun, dalam kasus 1TC Roxy Mas Jakarta Pasat
dari sudut pandang akademisi tidak ada peclindungan hukum bagi kreditur, sebab
yang menjadi objek jaminan Hak Targgungan sedang dalam keadaan status quo
atau diblokir oleh Kantor Pertanahan setempat yakni Wilayah Jakarta Pusat atas
permohonan pihak lain. Sehinggs dengan adanya pemblokiran tersebut kreditur
tidak dapat melakukan tindakan apapun teshadap objek Hak Tanggungan yang
sedang diblokir oleh Kantor Perfanahsn tcrutama untuk mengeksekusi objsk Hak
Tanggunpgan apabila debitur wanprestasi atau ingkar jenjl dalam pemenuhan

pembayaran hutang techadap krediter, Jadi apabila terjadi seperti kasus ITC Roxy
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Mas Jakarla Pusal, maka kreditur sangar dirnpikan oleh Kantor Pertanahan
mengingal objek vang diblokir fersebut merupakan objek yang sudah dibebam
Hak Tanggungan yang dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak
Tanggungan dimana sclama debiytur melunasi hutangnya terhadap kreditur, hak
penguasaan atas objek jaminan tersebut berada ditangan kreditur. Sehingga
percuma saja kreditur menjadi kreditur preferent tetapi untuk mengeksckusi objek
Hazk Tanggungan apabila debilur wanprestasi masth memeriukan putusan
pengadilan. Hal ini jelas bertentangan dengap undang-undang Hak Tanggungan
dimanz dalam pagal 6 UUHT menyebutkan bahwa apabila debitor cidera janji,
pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak
Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaloi pelelangan umum serla mengambil

pelunasan piutangaya dari hasil penjualan tersebut.

Sedangkan menurut pandangan Kantor Pertanahan berkaifan dengsn
kasus ITC Roxy Mas fakaria Pusat, meskipun chiek Hak Tanggungan sedang
dalam keadaan siafus guo atay diblokir oleh Kantor Pertanahan, kreditur tetap
memiliki perfindungan hukem afss pemenuhan piutangnya terhadap debity
dimana kreditur tetap memiliki hak prevellipe atau yang disfamakan. Napum,
apabila debitur wanprestasi atay ingkar jonji, untuk melakukan eksekusi objek hak
tanggungan kredityr hares menunggu putusan dari pengadilan negeri selempat
mengingat objek hak waggungan masih dalam sengketa pengadilan. Jadi kreditur
tergantung pada putusan pengadilan untuk memohon eksekusi terhadap objek hak
fangpungan tersebut.
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BAB i1
PENUTUPR

HIL1. Kesimpulan

I. Aspek hukum pemblokiran terhadap Objek Hak Tangeungan pada contoh
kasus ITC Roxy Mas Jzkarts Pusst berdasarkan teorl dan peraturan yang
berlaku seharugnya tidak boleh, Sebab abjek pembiokiran yang sudah dibebani
Hak Tanggungan tidak boleh diblokir oleh Kantor Pertanahan, sebab sebelum
pembebanan Hak Tangpungan objek {sertifikat) sudah dicek kebersihannya
dar] sengketa apapun. _

2. Alasan Kanfor Pertsnshan melakuken pemblokiran t{«:rhaé.ag} Objek Hak
Tanggungan pada kasus 1TC Roxy Mas Jakarta Pusat yaitu karena adanya
permouhonan dari pihak lain yang diajukan kepada Kantor Pertanahan dengan
alasan yang bisa dipertanggung jawsbkan atau atas permohonan dari
Pengadilan Negert wilayah sctempat dengan objek Hak Tangungan fersebut,
Swdangkan tahap-iahap afaw proses pemblokiran objek hak atas tanah atau Hak
Milik Atzs satuan Rumah Susun yailu;

a. Sumat tertulis permohonan pemblokiran Hak Afasy Tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun atan surat perintah pemblokiran dari Pengdilan
Neger: setempat;

b. Melampirkan Fote Copy sertifikat objek hak yang skan dimintzkan
permohanan pembilckiran;

c. Melampirkan foto copy data diri pemohon (perorangan} terdini dart Kartu U
Tanda Penduduk (KTP} dan Kartu Keluarga (KK}, '
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d. Melampirkan surat gugatan yang bersanglautan {untuk sengketas di
Pengadilan).

4. Bagi Pemegang Hak Tanggungan yang obiek jaminannya diblokir oleh Kantor
Pertanahan tidak memiliki perlindungan hukum zpabila debitur wanprestasi.
Sehab, kyedifur tidak dapat mengeksekusi objek Hak Tangpunpgan afas
kekuasaannya sendiri seperti yang diuraikan dalam pasal 6 UUHT. Dan dalam
kesus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat, perlindungan terhadap kreditur hanys
merupakan kreditur preferent saja. Sedangkan untuk proses eksekusi apabila
debitur wanpresiasi, kreditur hares menunggs puwtusan pengadilan  atan
menunggy blokir dari Objek Hak Tanggungan terschut dilmpus atan dicabut
oleh Kantor Pertanahan setempat (Wilayah Jakarta Pusat),

11L.2. Saran
1. Bagl Pemerintah
Pemerintah diharapkan mengeluarkan vndang-undang atay peraturan-

peraturan yang lebih spesifik mangatur tentang pernblokiran objek hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumall susun supaya Kantor Pertanzhan Jebih
jelas apa saja obiek hak atas fanah atau haka milik satean rumah susun yang
bagaimana yang boleh dimohon blokir eleh pibak lain. Serla Kantor
Pertashan punya peraturan f{emsendiri schagai dasar dalam  melakukan
pemblokinan suatu objek hak milik atas tansh atau hak milik atas satuan rumah
susun, supaya tidak merugiken pihak lain.

2. Bagi Kantor Pertanahan
Kantor Pertanahan hendaknyva lebih teliti dalam memeriksa atau
melakokan perpamjangan sertifikat Hak Guna Bangunan, supaya tidak keliru
dalam penulisan pemilik ateu pemberian perpanjangan sertifikat. Selain itu
Kantor Pertanahan diharapkan untuk memilah-milah terlebnh dahulu objek
veng dizjukan oleh pihak lain untuk dilakukan pemblokiran, apakah objek

Untivers#as lndonesia

Perlindungan Hukum..., Wahyu Brahmantyo Hadiningrat, FH Ul, 2009



59

terscbut adalah objek Hak Tanggungan atau tidak. Sebab kalav sudah dibebani
hak tangggungan maka ada pihak lain vang pasti dirugikan yaitu pihak pemilik
obiek (debitur) maupun pemegang Hak Tanggungsn (kreditur). Selain ite
Kantor Pertanahan harus lebih koordinasi dengan pitiak lain yang bersangkutan
dengan pemblokiran suatu objek hak milik atap hak milik atas satuan rumah
susun dan pars staff atau pepawai Kantor Perianaban lebth banyak diberikan
pelatihan dan kedisiplinan supaya tidak mudsh melakukan kecerobohan yang

merugikan pihak fain.

3. Bapi Kreditur

Kreditur hendaknya lebih hati-hati dalam memberkan kredit, serde
Iebih teliti dalam melihat obiek yang akan dijadikan jaminen kredit dan untuk
dibebani dengan Hak Tanggungan supaya tidak tibs-tdbha tidak diblokis oleh
Kantor Pertanahan setempat. Ereditur juga dituntut untok selaln aktif
memeriksa objek jaminannya ke XKantor Pertanaban, paling tidek meminta
informasi apakah ada obiek jaminan dari kreditnya ada yang &t blokir oleh
Kantor Pertanahan sefermpat,
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1. Larmptran 1 :
Z. Lampiran 2 -
3. Lampiran 3 ;

DAFTAR LAMPIRAN

{Contoh Perpaniangan Sertifikat yang salah.

Contoh Parpanjangan Sertifikat yang benar.

Surat Keterangan telah melakakan penelitian dan wawancara
dari Kantor Pertanahan Wilayah Kerja Jakarta Pusat,
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